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ABSTRAK 

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika  
Di Wilayah Hukum Polres PADANGSIDIMPUAN 

Nama  : ILHAM SAMAWI HARAHAP 

NPM  : 231803008 

Program Studi : Magister Ilmu Hukum 

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH 

Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH 

Maraknya peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan menjadi perhatian 
pemerintah dan masyarakat serta aparat penegak hukum Hal ini menjadi hal yang 
menimbulkan paradoks dalam penegakan hukum. Walaupun aparat hukum telah 
melakukan fungsinya, dan telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai 
kejahatan narkotika, tetapi hal tersebut belum maksimal dalam penegakan hukum.  
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tepat 
dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota 
PADANGSIDIMPUAN,  hambatan penanggulangan peredaran narkotika yang 
dihadapi Polres padangsidempuan dan peran masyarakat dalam penanggulangan 
kejahatan peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan.Metode Penelitian yang 
digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder. Pendekatan 
penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 
pendekatan sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian yang pertama bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan 
peredaran narkotika yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah dengan 
pendekatan non penal dan pendekatan penal. Adanya partisipasi masyarakat dalam 
penegakan hukum memberikan kontribusi positif dengan tujuan bahwa masyarakat 
sadar dan peduli terhadap lingkungannya untuk bebas dari bahaya narkotika. 
Melalui gerakan-gerakan sosial masyarakat anti narkotika, penyuluhan bahaya 
narkoba, dan kepedulian masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika dengan 
memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. 
Kata Kunci: Peredaran Narkotika; Polres Padangsidempuan; Masyarakat 
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ABSTRACT 
 

Criminal Law Policy in Combating Narcotics Distribution 
In the Jurisdiction of PADANGSIDIMPUAN Police 

Nama  : ILHAM SAMAWI HARAHAP 

NPM  : 231803021 

Program Studi : Magister Ilmu Hukum 

Supervisor I  : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH 

Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH 

 
The rampant circulation of narcotics in Padangsidempuan City has become a 
concern for the government, the community and law enforcement officers. This has 
created a paradox in law enforcement. Although law enforcement officers have 
carried out their functions, and there have been legal regulations governing 
narcotics crimes, this has not been maximized in law enforcement. This study aims 
to examine the appropriate criminal law policy in overcoming narcotics trafficking 
crimes in Padangsidempuan City, the obstacles to overcoming narcotics trafficking 
faced by the Padangsidempuan Police and the role of the community in overcoming 
narcotics trafficking crimes in Padangsidempuan City. The research method used 
is normative juridical, with secondary data sources. The research approach is a 
legislative approach, a conceptual approach and a sociological approach. Data 
analysis is carried out qualitatively. The first research result is that the 
implementation of the narcotics trafficking prevention policy carried out by the 
Padangsidempuan Police is with a non-penal approach and a penal approach. The 
existence of community participation in law enforcement provides a positive 
contribution with the aim that the community is aware and cares about their 
environment to be free from the dangers of narcotics. Through social movements of 
anti-narcotics society, counseling on the dangers of drugs, and community concern 
for the illicit trafficking of narcotics by providing information to law enforcement 
officers. 
Keywords: Drug Distribution; Padangsidempuan Police; Society 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peredaran narkoba telah menjadi perhatian negara-negara yang diseluru 

dunia, melalui jaringan peredaran gelap narkoba yang teroganisir telah 

meningkatkan peredaran narkoba di beberapa negara dibelahan dunia. Untuk itu, 

diperlukan pengawasan dunia internasional dalam mengendalikan dan mencegah 

peredaran gelap narkoba jaringan internasional. Berbagai kebijakan internasional 

dalam memerangi peredaran gelap narkoba harus didukung penuh oleh negara-

negara yang ada diberbagai penjuru dunia untuk mencegah beredarnya narkoba di 

Kawasan negara tertentu. 

Indonelsia tellah melnjadi salah satul  pasar ultama  jaringan pelrdagangan 

narkoba intelrnasional ulntulk tuljulan komelrsial. Ulntulk jaringan pelrdagangan narkoba 

dari nelgara-nelgara Asia, Indonelsia dianggap selbagai nelgara yang paling 

melnjanjikan bagi jaringan intelrnasional yang belropelrasi di nelgara-nelgara 

belrkelmbang. Masalah pelnyalahgulnaan narkoba tidak hanya melnjadi pelrhatian di 

Indonelsia teltapi julga di sellulrulh dulnia.1 

Saat ini, kelduldulkan nelgara Indonelsia belrada pada kondisi yang sangat 

melngkhawatirkan dan dapat saja melrulsak kelamanan, dan keldaullatan nelgara. 

Pelreldaran narkotika yang telruls telrjadi di sellulrulh pellosok nelgelri Indonelsia dari 

mullai pelrkotaan sampai delngan peldelsaan. Hal ini melmbulktikan bahwa selmakin 

pelsatnya pelreldaran gellap narkotika. Pelrkelmbangan jaman dan telknlogi tellah 

 
1 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak, Malang: UMM Press, 2014, Hal. 30. 
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mampul melmbelrikan moduls opelrandi yang belrkelmbang bagi para pellakul keljahatan 

narkotika. 

Melrelbaknya kasuls narkotika dibelbelrapa daelrah di Indonelsia melnandakan 

kondisi Indonelsia dalam kondisi yang melmprihatinkan. Korban narkotika tellah 

melngkontaminasi ataul belrdampak pada kalangan delwasa hingga anak-anak. 

Narkoba tellah melnyasar banyak kalangan anak-anak dan pulla relmaja. Rata-rata 

ulsia pelrtama kali melnyalahgulnakan narkotika dalam ulsia yang sangat bellia yaitul 

ulmulr 12- 15 tahuln. Belgitul pulla anak-anak yang belrulmulr dibawah 21 tahuln yang 

selharulsnya masih tabul melngelnai barang haram ini, bellakangan ini tellah belrulbah 

melnjadi sosok pelcandul yang sulkar ulntulk dilelpaskan keltelrgantulngannya2. Angka 

pelnggulnaan narkoba di kalangan pellajar adalah 75% dari total pelnggulnaan dan 

45% dari pelnggulnaan tahulnan. Tingkat pelnggulnaan narkoba julga belrvariasi 

belrdasarkan jelnis kellamin, ulsia, dan tingkat pelndidikan. Angka pelmakaian narkoba 

lelbih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Makin tinggi tingkat pelndidikan, 

makin tinggi pulla angka  pelnyalahgulnaan narkoba.3 

Telrjadinya keljahatan narkotika yang dilakulkan para mafia selakan 

melmpelrlihatkan keltidakbelrdayaan pelmelrintah Indonelsia dan Lelmbaga pelnelgak 

hulkulm ulntulk melmbelrantas dan melmelrangi keljahatan narkotika. Keljahatan 

narkotika selbagai keljahatan elkstra ordinary crimel tellah melrulsak dan belrdampak 

belsar ditelngah masyarakat.  Ini adalah jelnis keljahatan yang belrdampak belsar dan 

mulltidimelnsi telrhadap masalah sosial-buldaya, elkonomi, dan politik, selrta 

 
2 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 101 
3 Novi Novitasari, Nur Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 
Vol.3, No.1, 2021, Hal. 97 
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melnimbullkan akibat nelgatif yang melngelrikan. Karelna itullah, dirasa pelrlul ulntulk 

melmbelrikan hulkulman khulsuls telrhadap jelnis keljahatan yang melmiliki karaktelristik 

khulsuls, yang saat ini telngah melrelbak di sellulrulh dulnia dalam belntu lk keljahatan 

transnasional.4.Saat ini narkotika dapat delngan muldahnya diracik selndiri selhingga 

sullit ulntulk melndeltelksi pelnggulnanya. Pabrik narkoba selcara illelgal puln banyak 

didapati di Indonelsia5. 

Pelreldaran narkoba di Indonelsia yang selmakin melningkat melnjadikan nelgara 

Indonelsia melmelrlulkan atulran hulkulm yang telgas dalam melmbelrantas pelreldaran dan 

pelnyaalahgulnaan narkoba. Ulntulk itul, mellaluli Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 

2009 telntang narkotika pelmelrintah Indonelsia belrharap dapat melminimalisir 

pelreldaran narkotika ditelngah masyarakat Indonelsia. Selbellulm ulndang-ulndang 

nomor 35 tahuln 2009 dibelntulk, Indonelsia tellah melmiliki ulndang-ulndang nomor 5 

tahuln 1997 telntang psikotropika. Hanya saja ulndang-ulndang psikotropika telrselbult 

tidak mampul melncelgah dan melnanggullangi pelreldaran narkoba di Indonelsia.olelh 

karelna itul, pelmelrintah Indonelsia melngelsahkan ulndang-ulndang nomor 35 tahuln 

2009 telntang narkotika yang melnjadi dasar hulkulm yang diharapkan mampul 

melnanggullangi keljahatan transnasional ini. 

Pelrkelmbangan pelreldaran narkoba delngan belrbagai modu ls opelrandi 

belrkelmbang melngikulti pelrkelmbangan IPTElK dan pelrkelmbangan masyarakat 

dulnia. Pelmanfaatan telknologi informasi dan intelrnelt melnjadi alat bagi para 

pelnggeldar ulntulk mellancarkan aksi pelreldaran gellap narkotika. Narkotika julga tidak 

 
4 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal 

Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 65-
66 

5 Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat 
Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan 
Kedaul0atan Negara”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No.1, Maret 2017, Hal. 2 
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hanya dikonsulmsi olelh orang delwasa, bahkan anak-anak melnjadi korban 

pelnyalahgulnaan narkotika ditelngah masyarakat Indonelsia. 

Keljahatan dibidang narkotika tidak sellulrulhnya dilakulkan olelh orang delwasa 

akan teltapi ada kalanya keljahatan ini dilakulkan pulla belrsama-sama delngan anak 

dibawah ulmulr ataulpuln dapat dikatakan bellulm gelnap belrulsia 18 tahuln, dimana 

anak-anak yang bellulm delwasa celndelrulng muldah dipelngarulhi ulntulk mellakulkan 

pelrbulatan yang belrhulbulngan delngan narkotika karelna jiwanya bellulm stabil akibat 

pelrkelmbangan fisik dan psikis.6 Hal ini dilakulkan olelh para bandar aga 

melndapatkan kelulntulngan yang belsar dan pellanggan yang teltap dihasilkan olelh 

pelreldaran gellap narkotika. 

Pelreldaran narkotika yang tellah melmprihatinkan tidak hanya telrjadi didaelrah 

pelrkotaan, teltapi sampai kel delsa-delsa di Indonelsia. Artinya, pelreldaran narkotika 

tellah melncapai selmula lapisan masyarakat Indonelsia. Hal ini melmbulktikan bahwa 

walaulpuln ada ulndang-ulndang yang melngatulr pelreldaran gellap narkoba dan adanya 

lelmbaga pelnelgak hulkulm selpelrti institulsi kelpolisian dan Badan Narkotika Nasional 

(BNN) bellulm mampul belkelrja selcara maksimal dan optimal dalam melmbelrantas 

narkotika. 

Sulmatelra Ultara melnjadi salah satu l provinsi di Indonelsia yang melmiliki 

tingkat pelreldaran gellap narkotika culkulp tinggi. Delngan banyaknya kasuls pelreldaran 

gellap narkotika di wilayah Sulmatelra Ultara, melnjadikan Sulmatelra Ultara melnjadi 

daelrah masulk dan daelrah transit pelreldaran gellap narkotika di Indonelsia.. 

 
6 Fajar Padly, “Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan”, Jurnal Justitia, Vol.1, No.1, 
2019, Hal.  
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Pada selptelmbelr 2023, Polrels Padangsidimpulan mellakulkan pelnelgakan hulkulm 

telrhadap pelreldaran gellap narkoba. Polrels sidelmpulan belrhasil melngulngkap 11 kasuls 

narkoba dan tellah melneltapkan 14 orang telrsangka. Pelngulngkapan 

kasuls narkoba telrselbult yakni, tanggal 1 selptelmbelr 2023, hari Julmat, selkira pulkull 

16.00 Wib, melngamankan selorang telrsangka RAD (28) warga jalan Makmulr, 

Kellulrahan Sitamiang Barul, Kelcamatan Padangsidimpulan Sellatan, Kota 

Padangsidimpulan. Dari pelngulngkapan telrselbult diamankan barang bulkti 2 bulngkuls 

kelrtas yang belrisikan narkotika jelnis ganja selbelrat 80 gram, ulang selnilai Rp150 

ribul, 1 bajul kelmelja dan 1 ulnit ponsell. Di hari yang sama julga diamankan RTA (29) 

warga Jalan HT Nulrdin, Kellulrahan Palopat Pijor Koling, Kelcamatan 

Padangsisimpulan Telnggara di Jalan HT Nulrdin, Kellulrahan Palopat Pijor Koling, 

Kelcamatan Padangsisimpulan Telnggara7 

Belrikult Daftar dan Lokasi Pelnangkapan pada 11 Kasuls Narkotika di wilayah 

hulkulm Polrels Padangsidimpulan yakni8: 

1. Pada Julmat, 1 Selptelmbelr 2023 selkira pulkull 16.00 Wib, pelrsonil Polrels 

Padangsidimpulan melmbelkulk pria belrinisial RAD (28) warga jalan 

Makmulr, Kellulrahan Sitamiang Baru l, Kelcamatan Padangsidimpulan Sellatan, 

Kota Padangsidimpulan di telmpat tinggalnya. 

Dari telrsangka, peltulgas melngamankan barang bulkti 2 bulngkuls kelrtas yang 

belrisikan narkotika jelnis ganja selbelrat 80 gram, ulang selnilai Rp150 ribul, 1 

bajul kelmelja dan 1 ulnit ponsell. 

 
7 https://humas.polri.go.id/2023/09/26/polisi-ungkap-peredaran-narkoba-di-

padangsidimpuan-14-tersangka-diamankan-begini-kronologinya/. Diakses tanggal 10 Maret 2024, 
Pukul.20.00 wib, di Kota Padangsidempuan 

8 https://lensakini.com/daerah/polisi-bekuk-14-tersangka-kasus-narkoba-di-sidimpuan-ini-
identitasnya/, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul.20.0 wib, di Kota Padangsidempuan 
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2. Pada hari Julmat tanggal 1 Selptelmbelr 203 selkira pulkull 19.00 Wib, pelrsonil 

kelmbali melnangkap selorang pria belrinisia RTA (29) warga jalan HT 

Nulrdin, Kellulrahan Palopat Pijor Koling, Kelcamatan Padangsisimpulan 

Telnggara di Jalan HT Nulrdin, Kellu lrahan Palopat Pijor Koling, Kelcamatan 

Padangsisimpulan Telnggara. Dari telrsangka ini, peltulgas melngamankan 

barang bulkti 1 bulngkuls plastik pultih transparan yang belrisikan narkotika 

jelnis sabul delngan belrat 0,98 gram. 

3. Pada hari Minggul tanggal 3 Selptelmbelr 2023 selkira pulkull 19.00 Wib 

Pelrsonil Polrels Padangsidimpulan melnangkap seljoli yang masing-masing 

pria belrinsial HS (36) warga Kellulrahan Simatorkis Sisoma Kelcamatan 

Angkola Barat, Kabulpateln Tapanulli Sellatan dan pelrelmpulan belrinisial CA 

(24) warga jalan Sultan Batang Ari Harahap, Kellulrahan Padangmatinggi, 

Kota Padangsidimpulan di jalan Sisingamangaja, Kellulrahan Sitamiang, 

Kelcamatan Padangsidimpulan Sellatan, Kota Padangsidimpulan. Dari keldula 

telrsangka, peltulgas melngamankan barang bulkti 2 plastik klip transparan 

yang belrisikan narkotika jelnis sabu l delngan belrat 1,79 gram, 1,5 pil elkstasi 

delngan melrelk channell selbelrat 0,73 gram, 2 ulnit ponselk, dan 1 ulnit mobil. 

4. Pada Selnin, tanggal 4 Selptelmbelr 2023 selkira pulkull 02.00 Wib, Pelrsonil 

melngamankan 2 orang pria di jalan Abdull Jalil Lulbis, Kellulrahan Batang 

Ayulmi Jullul, Kelcanatan Padangsidimpulan Ultara. Keldula pria yang masing-

masing belrinisial AS alias Kabao (23) warga Delsa Pal IV Pijorkoling, 

Kelcamatan Padangsidimpulan Telnggara, dan HS (36) warga Kellulrahan 

Simarorkis, Kelcamatan Angkola Barat, Kabulpateln Tapanulli Sellatan. Dari 

keldula pria ini, peltulgas melngamankan barang bulkti 3 bulngkulng plastik 
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narkotika jelnis sabul delngan belrat 3006,30 gram, 1 ulnit ponsell, dan 1 ulnit 

mobil. 

5. Pada hari Sellasa tanggal 12 Selptelmbelr 2023 malam, pelrsonil belrhasil 

melmbelkulk pria brinisial AMP (32) warrga jalan Yos Suldarso, Kellulrahan 

Welk IV, Kelcamatan Padangsidimpu lan Ultara di salah satul waru lng belrada di 

Jalan Solo delngan barang bulkti 1 bulngkuls plastik belrisi narkotika jelnis 

ganja delnga belrat 14,42 gram, ulang selnilai Rp105 ribul, 1 bulngkuls kelrtas tik 

tak dan 1 pulntulng rokok belrisi narkotika jelnis ganja. 

6. Pada hari Kamis tanggal 14 Selptelmbelr 2023 sorel, pelrsonil melmbelkulk 

telrsangka MRPN (23) warga Gang Amal, Kellulrahan Welk I, Kelcamatan 

Padangsidimpulan Ultara di delpan salah satul warulng Jalan PMD, Kellulrahan 

Timbangan, Kelcamatan Padangsidimpulan Ultara. Dari telrsangka ini, 

peltulgas melngamankan barang bulkti, 3 bulngkuls lastik klip transparan yang 

didulga belrisi narkotika jelnis sabul selbelrat 0,73 gram, 1 ulnit ponsell, dan ulang 

selnilai Rp1.289.000. 

7. Pada hari Kamis tanggal 14 Selptelmbelr 2023 malam, peltulgas melnangkap 

telrsangka belrinisial AF (30) warga jalan Mawar, Kellulrahan Uljulng Padang, 

Kelcamatan Padangsidimpulan Sellatan. Pelnangkapan telrhadap telrsangka ini 

telrjadi di telpi jalan Mawar. Dari telrsangka, peltulgas melngamankan barang 

bulkti, 5 bulngkuls plastik klip transparan yang didulga belrisikan narkotika 

jelnis sabul selbelrat 1,20 gram, 1 ulnit ponsell, dan ulang selnilai Rp 92 ribul. 

8. Pada hari Julmat tanggal 15 Selptelmbelr 2023 malam, peltulgas melmbelkulk 

telrsangka belrinisial ASH (34) dan ARS(41) keldula melrulpakan warga 

Kabulpateln Tapanulli Telngah ditangkap di Jalan Lintas Sibolga, Kelcamatan 
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Padangsidimpulan Hultaimbarul. Dari keldula telrsangka ini, peltu lgas melnyita 

barang bulkti 2 bulngkuls plastik klip transparan yang didulga belrisikan sabul 

selbelrat 213,36 gram, 1 ulnit ponsell, 1 ulnit selpelda motor, dan 1 jas huljan. 

9. Pada hari Sabtul tanggal 16 Selptelmbelr 2023 malam, pelrsonil melnangkap 

telrsangka belrinisial HH (42) warga Delsa Simataniari, Kelcamatan Angkola 

Sangkulnulr, Kabulpateln Tapanulli Sellatan di Delsa Hulta Padang, Kelcamatan 

Padangsidimpulan Telnggara. Dari telrsangka yang melrulpakan oknulm kelpala 

delsa ini, pelrsonil melngamankan sabul 0,32 gram, 1 ulnit mobil toyota avanza 

delngan nomor polisi BB 1334 RB. 

10. Pari Minggul tanggal 17 Selptelmbelr 2023 malam, pelrsonil kelmbali 

melmbelkulk selorang pria belrinisial Z alias Ultom (53) warga Jalan Alboin 

Hultabarat, Kelcamatan Pasangsidimpulan Sellatan di telpi Jalan Alboin 

Hultabarat. Dari telrsangka, peltulgas melngamankan 70 bulngku ls kelrtas nasi 

warna cokellat yang belrisi narkotika jelnjs ganja selbelrat 270 gram, 1 amplop 

kelrtas tu llisan warna pultih yang belrisi dauln ganja, dan ulang tulnai Rp 85 ribul 

, 1 kaca pirelk, 1 ulnit helktelr, dan 1 kotak anak helktelr. 

11. Pada Minggul tanggal 17 Selptelmbelr 2023 malam, pelrsonil melnangkap 

telrsangka belrinisial FI (35) warga Jalan Kelnanga, Kellulrahan Uljulng Padang, 

Kelcamatan Padangsidimpulan Sellatan di salah satul warulng di Jalan Imam 

Bonjol, Kellulrahan Aelk Tampang, Kelcamatan Padangsidimpulan Sellatan. 

Dari telrsangka peltulgas melnyita barang bulkti 2 ulnit ponsell, 3 plastik asoy 

warna hitam,1 kotak rokok belrisi 4 pakelt narkotika jelnis ganja selbelrat 5,45 

gram dan ulang selnilai Rp 10 ribul. 
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Belrdasarkan data yang dipelrolelh dari hasil pra pelnellitian di Satulan Narkoba 

di Polrels Padangsidimpulan telrlihat julmlah pelnyalahgulnaan narkotika bullan Janulari 

s/d Delselmbelr 2023 selbagai belrikult: 

Tabel.1.  
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Januari s/d Desember 2023 di 

Polres Sidimpuan 
No Bulan Jumlah 

Kasus 
Jumlah 

Tersangka 
Jumlah Barang Bukti 

  2023 2023 2023 
JTP JPTP LK PR Ganja Shabulb Elkstasi  

1 Janulari 4 4 6 - 2854,24grm 3,06grm - 
2 felbrulari 9 6 9 - - 18,54grm - 
3 Marelt 5 5 5 - - 42,66grm - 
4 April 4 8 4 - 10273,813grm 1,09grm - 
5 Meli 7 9 7 - - 22,94grm 4 bultir 
6 Julni 11 8 16 1 10352,69grm 114,44grm - 
7 Julli 8 9 10 - 18602,5grm 3,54grm - 
8 Agulstuls 10 9 11 - 87,76grm 5,32grm - 
9 Selptelmbelr 26 8 28 1 1081,01grm 3230,22grm 3 bultir 
10 Oktobelr  18 10 28 - 3601,7grm 5,37grm - 
11 Novelmbelr 16 19 16 2 22.772,27grm 221,6grm  
12 Delselmbelr 19 20 20 - 558,08grm 106,73grm - 
 Julmlah 137 115 164 70.184,06grm 3775,51grm  

Sumber: Sat.Narkotba, Polres Sidempuan,2024 

Sellain kasuls telrselbult, pada tahuln  2024, Polrels padangsidelmpulan mellakulkan 

pelnangkapan telrhadap telrsangka kasuls kelpelmilikan narkotika jelnis tanaman ganja 

pada janulari 2024.  Telrsangka delngan idelntitas belrnama Syahril Dalimulnthel (22) 

kelpelrgok melmbawa 35 kg ganja saat telngah melngelndarai selpelda motor di Kota 

Padang Sidimpu lan, Sulmatelra Ultara (Sulmu lt). Barang bulkti yang ditelmulkan olelh 

Polisi belrulpa ganja kelring di dalam dula tas selbanyak 32 bal selbelrat 35.200 gram9. 

Pelreldaran narkotika di Kota padangsidimpulan telrjadi ditelmpat hibulran 

(diskotik, karaokel), warulng makan, lingku lngan kampuls, hotell, kos-kosan, rulmah 

 
9 https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7140651/pengendara-motor-di-

sidimpuan-kepergok-polisi-bawa-35-kg-ganja, diakses tanggal 2 maret 2024, di Kota 
Padangsidempuan, pukul.20.00 WIB 
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pelnduldulk dan telmpat kulmpull relmaja selpelrti mall, coffelel shop, pulsat bellanja, dan 

lain-lain.  Ulntulk itul dipelrlulkan  pelngawasan yang mellelkat dari pelnelgak hulkulm dan 

masyarakat  ulntu lk melncelgah telrjadinya pelreldaran narkotika.  

Maraknya pelreldaran narkotika di Kota Padangsidelmpulan melnjadi pelrhatian 

pelmelrintah dan masyarakat selrta aparat pelnelgak hulkulm. Institulsi pelnelgak hulkulm 

selpelrti Kelpolisian maulpuln Badan Narkotika Nasional (BNN) Padangsidelmpulan 

bulkan tidak mellakulkan fulngsinya, hanya saja pelnelgakan hulkulm yang dilakulkan 

tidak belrdampak ataul melnimbullkan elfelk jelra bagi para pellakul pelreldaran narkotika. 

Hal ini melnjadi hal yang melnimbullkan paradoks dalam pelnelgakan hulkulm. 

Walaulpuln aparat hulkulm tellah mellakulkan fulngsinya, dan tellah ada atulran hulkulm 

yang melngatulr melngelnai keljahatan narkotika, teltapi hal telrselbult bellu lm maksimal 

dalam pelnelgakan hulkulm. Ulntulk itul, pelnullis telrtarik mellakulkan kajian dalam 

belntulk pelnellitian hulkulm ilmiah delngan juldull  “Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres 

PADANGSIDIMPUAN” 

Pelnullis ingin melngkaji kelbijakan hulkulm pidana yang telpat dalam 

pelnanggullangan dan pelnelgakan hulkulm telrhadap keljahatan narkotika yang telrjadi 

di padangsidelmpulan. Bagaimana implelmelntasi ulndang-ulndang telrhadap keljahatan 

narkotika di padangsidelmpulan selhingga bellulm mampul melnanggullanggi keljahatan 

telrselbult yang telrjadi ditelngah masyarakat padangsidelmpulan. Selrta bagaimana 

pelran masyarakat dalam melndulkulng pelmbelrantasan pelreldaran narkotika selhingga 

dapat belrjalan maksimal. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang diatas, yang melnjadi rulmulsan masalah adalah: 

1. Bagaimana kelbijakan hulkulm pidana yang telpat dalam pelnanggullangan 

keljahatan pelreldaran narkotika di Kota Padang sidelmpulan? 

2. Bagaimana hambatan pelnanggullangan pelreldaran narkotika yang dihadapi 

Polrels padangsidelmpulan? 

3. Bagaimana pelran masyarakat dalam pelnanggullangan keljahatan pelreldaran 

narkotika di Kota Padangsidelmpulan? 

1.3. Tujuan penelitian 

Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk: 

a. Melngeltahuli dan melngkaji kelbijakan hulkulm pidana yang telpat dalam 

pelnanggullangan keljahatan pelreldaran narkotika di Kota Padang 

sidelmpulan; 

b. Melnganalisis hambatan pelnanggullangan pelreldaran narkotika yang 

dihadapi Polrels padangsidelmpu lan; 

c. Melnganalisis pelran masyarakat dalam pelnanggullangan keljahatan 

pelreldaran narkotika di Kota Padangsidelmpulan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Pelnellitian delngan juldull  “Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres 

PADANGSIDIMPUAN” diharapkan dapat melmbelrikan manfaat selcara teloritis 

dalam bidang hu lkulm pidana telrkait delngan pelnelgakan hulkulm pidana. Sellain itul, 

pelnellitian ini diharapkan melndatangkan manfaat bagi para akadelmisi ulntulk 
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mellakulkan pelnellitian lanjultan gulna melnelmulkan formulla hulkulm yang telpat dalam 

prosels pelnelgakan hulkulm pidana pada kasu ls pelreldaran narkotika di Indonelsia. 

b. Manfaat praktis 

Pelnellitian ini diharapkan mampul belrmanfaat bagi para praktisi hulkulm selpelrti 

polisi, jaksa dan hakim selrta advokat dalam melnangani kasuls-kasu ls pelreldaran 

gellap narkotika di Indonelsia. Sellain itul, pelnellitian ini diharapkan belrmanfaat bagi 

pelmelrintah dan DPR dalam mellakulkan relvisi telrhadap Ulndang-Ulndang Nomor 35 

tahuln 2009 telntang Narkotika, selrta melnjadi bahan kajian dalam pelmbulatan 

kelbijakan-kelbijakan hulkulm ulntulk pelmbelrantasan keljahatan narkotika baik dalam 

skala nasional maulpuln lokal. 

1.5. Keaslian Penelitian 

Pelnellitian delngan juldull  “Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Polres PADANGSIDIMPUAN” 

seltellah dilakulkan pelnellulsulran pulrpulstakaan di Lingkulngan Ulnivelrsitas Meldan 

Arela telrnyata tidak ditelmulkan juldull yang sama, mellainkan  telrdapat belbelrapa juldull 

yang melngangkat topik telrkait delngan narkoba delngan pelndelkatan dan 

pelrsamalahan yang belrbelda. Diantaranya: 

1. Helrman Selntosa delngan juldull “Penerapan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres 

Pelabuhan Belawan” delngan rulmulsan masalah Bagaimana pelngatulran 

hulkulm telntang tindak pidana narkotika melnulrult Ulndang-Ulndang No. 35 

Tahuln 2009 Telntang Narkotika?,  Bagaimana pelnelrapan hulkulm telrhadap 

tindak pidana pelnyalahgulnaan narkotika di Wilayah Hu lkulm Polrels 

Pellabulhan Bellawan? Dan Bagaimana kelndala pelnelrapan hulkulm telrhadap 
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tindak pidana pelnyalahgulnaan narkotika di Wilayah Hu lkulm Polrels 

Pellabulhan Bellawan? 

2. Paulluls H. Sinaga delngan juldull telsis “Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak 

Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku”, Adapun rumusan masalah 

Bagaimana belntulk hulkulman bagi anak yang mellakulkan tindak pidana 

narkotika belrdasarkan pelratulran pelrulndang-ulndangan di Indonelsia?, Apa 

saja kelndala pelnelgakan hulkulm telrhadap anak selbagai pellakul tindak pidana 

narkotika di Wilayah Kota Meldan? Dan Bagaimana stratelgi kelbijakan pelnal 

dan non pelnal yang dilakulkan olelh Kelpolisian Relpulblik Indonelsia dalam 

melnanggullangi Tindak pidana Narkotika olelh anak?  

3. Julli Pulrwono, delngan juldull “Analisis Hukum Pemberantasan Tindak 

Pidana Narkotika Di Wilayah Polrestabes Medan”, Adapuln 

pelrmasalahan pelnellitian yakni  Melngapa sullit melngulngkap jaringan 

pelreldaran narkotika di wilayah Polrelstabels Meldan?, Apa yang 

melnyelbabkan wilayah Kota Meldan melnjadi lahan sulbulr bagi pelreldaran 

narkotika? Dan Bagaimana kelbijakan kriminal ulntulk melnangani 

pelrmasalahan Narkotika di Wilayah Kota Meldan? 

1.6. Kerangka Teori dan Konsep 

1.6.1. Kerangka teori  

Melnulrult Freld N. Kelrlingelr dalam bulkulnya Foulndations of Belhavioral 

Relselarch, ia melnjellaskan bahwa telori adalah selrangkaian konselp  dan proposisi 

telrbatas yang melmbelrikan pandangan sistelmatis telntang felnomelna delngan melrinci 
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hulbulngan antara variabell delngan tuljulan melnjellaskan dan melmpreldiksi felnomelna 

telrselbult.10 

Melnulrult Mulkti Fajar dan Yullianto Achmad, bahwa telori adalah sulatul 

pelnjellasan yang belrulpaya ulntulk melnyeldelrhanakan pelmahaman melngelnai sulatul 

felnomelna ataul telori julga melrulpakan simpullan dari rangkaian belrbagai felnomelna 

melnjadi selbulah pelnjellasan yang sifatnya ulmulm.11 

Melnulrult Peltelr Mahmuld Marzulki, ulntulk melndalami makna  keltelntulan hulkulm 

yang lelbih dalam, tidak culkulp hanya melngkaji dalam kelrangka dogma hulkulm 

teltapi haruls lelbih melndalam pada pelnalaran hulkulm. Bila pelnellitian dalam kelrangka 

doktrin hulkulm belrkelnaan delngan keltelntulan-keltelntulan hulkulm yang melmulat 

pelngelrtian-pelngelrtian hulkulm yang belrkaitan delngan pelristiwa hulkulm yang 

dihadapi, maka ulntulk pelnellitian pada tataran telori hulkulm, pelrtanyaan-pelrtanyaan 

hulkulm melsti melmulat konselp-konselp hulku lm..12 

Melnulrult melulwisseln bahwa telori hulkulm melmbelrikan sulatul analisis telntang 

pelngelrtian hulku lm dan telntang pelngelrtian-pelngelrtian lain yang dalam hulbulngan ini 

rellelvan, hulbulngan antara hulkulm dan logika. Dilain pihak bahwa Telori hulkulm 

melmiliki implikasi-implikasi kelfilsafatan (hulkulm). Hal ini tampak jellas misalnya 

pada apa yang dinamakan telori hulkulm elmpirik, yang sangat belrpotelnsi pada aliran-

aliran telrtelntul dari filsafat ilmul modelrn. Itul melmbawa selrta bahwa melnulrult 

 
10 Fred.N. Kerlinger dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian 

Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. III, 2015, Hal. 133 
11 Ibid. Hal. 134 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet.9, 

2005, hal. 72 
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pandangan ini ilmul hulkulm haruls dielmban delngan bantulan meltodel-meltodel 

elmpirik.13 

Telori hulku lm melrulpakan kisah telrtib manulsia dalam seljarahnya. Telori hulkulm, 

tidak kulrang dari selbulah “dokulmeln manulsia” yang melncelrminkan jeljak pelrgullatan 

“manulsia historis” melnata dirinya dalam tiap elpisodel zaman (delngan tantangan 

khasnya masing-masing). Telori hulkulm seljak awal tidak tulmbulh pada ru lang kosong,  

telori hulkulm tidak lahir acak. Sellain melncelrminkan kosmologi zamannya, tiap telori 

hulkulm lahir dalam prosels dialelktika. Telori yang satul melmicul telori yang lain yang 

telrkonfigulrasi dalam belntangan telsis-antitelsis.14 

Kelgulnaan dari telori hulkulm dalam selbulah pelnellitian adalah ulntulk melnjadikan 

nilai dan postullat hulkulm belrada pada filosofis yang telrtinggi.15 Telori hu lkulm selndiri 

bolelh diselbult selbagai kellanjultan dari melmpellajari hulkulm positif, seltidak-tidaknya 

dalam ulrultan yang delmikian itullah melrelkotrulksikan kelhadiran telori hulkulm selcara 

jellas.16 Di dalam pelnellitian ini, telori hulku lm yang digulnakan adalah  telori sistelm 

Hulkulm dan Telori Kelbijakan Hulkulm Pidana 

a. Teori Sistem Hukum 

Melnulrult William A. Shrodel dan Dan Voich, sistelm adalah “a systelm is a selt 

of intelrellateld parts working indelpelndelntly and jointly, in pulrsulit of common 

objelctivels of thel wholel, within a complelx elnvironmelnt”.17 Carl J Frieldrich 

melngelmulkakan sulatul sistelm selcara kelsellu lrulhan telrdiri dari banyak bagian yang 

 
13 Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat 

Hukum, B. Arief Sidharta (Penterjemah ), Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hal. 31-32 
14 Bernard L.Tanya, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 243 
15  Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 254. 
16Ibid. hal. 253. 
17 Tatang M. Amirin. 1986. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: CV Rajawali, hal.11 
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melmpulnyai hulbulngan fulngsional antara bagian-bagian telrselbult dan delmikian pulla 

hulbulngan fulngsional delngan kelsellulrulhan, yang mana hulbulngan telrselbult 

melnimbullkan  keltelrgantulngan antara bagian-bagian telrselbult, akibatnya apabila 

salah satul bagian tidak belrfulngsi delngan baik maka akan melmpelngarulhi 

kelsellulrulhannya.18 

R. Sulbelkti melngelmulkakan, konselptu lal sistelm selbagai belrikult:  

Sulatul sistelm adalah sulatul sulsulnan ataul tataan yang telratulr, sulatu l kelsellulrulhan 
yang telrdiri atas bagian-bagian yang belrkaitan satul sama lain, telrsu lsuln melnulrult 
sulatul relncana ataul pola, hasil dari pelmikiran, ulntulk melncapai tuljulan. Dalam sistelm 
yang baik, tidak bolelh telrjadi pelrtelntangan ataul pelrbelntulran antara bagian-bagian 
telrselbult dan julga tidak bolelh telrjadi dulplikasi ataul tulmpang tindih (ovelrlapping) 
diantara bagian-bagian itul”.19 

 
Telori sistelm hulkulm dipellopori olelh Lawrancel M. Frieldman. Hulkulm akan 

belrmakna apabila tingkah lakul manulsia dipelngarulhi olelh hulkulm dan  masyarakat 

melnggulnakan hulkulm agar selsulai delngan tingkah lakulnya, selbaliknya elfelktifitas 

hulkulm  elrat kaitannya delngan masalah dipatulhinya hulkulm selbagai sulatul norma. 

Hal ini belrbelda delngan kelbijakan dasar yang rellatif neltral dan belrgantu lng pada nilai 

ulnivelrsal dari tu ljulan dan alasan pelmbelntulkan hulkulm. 20 

Hulkulm pada ulmulmnya dipatulhi, teltapi ada hulkulm yang tidak dipatulhi. 

Sistelm hulkulm  akan rulntulh jika  orang tidak melmatulhi hulkulm dan hulkulm akan 

kelhilangan maknanya. Keltidakelfelktifan hu lkulm celndelrulng melmpelngarulhi pelrilakul 

dan tingkat keltidakpatulhan telrhadap hulku lm dan belrdampak nyata pada pelrilakul 

 
18 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: 

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti,1986. 
hal. 171   

19 R. Subekti. “Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang”. 
Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta,1993. 
hal. 99.   

20  B. Semedi W.I., Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, Makalah, 
disampaikan pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013, hal.4 
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hulkulm, telrmasu lk pelrilakul pellanggar. Keladaan ini akan melmpelngarulhi pelnelrapan 

hulkulm gulna melnjamin kelpastian dan keladilan dalam masyarakat. 

Pelnelgakan hulkulm yang baik itul tidak selkeldar ditelntulkan olelh sulbstansi 

pelrulndang-ulndangannya, mellainkan lelbih banyak ditelntulkan olelh “ku lltulr hulkulm” 

(selbagaimana didelfinisikan Lawrelncel M. Frieldman: yakni melncakulp opini-opini, 

kelbiasaankelbiasaan, cara belrtindak, dan cara belrpikir dari selselorang yang belrtalian 

delngan selgala hal yang belrbaul hulkulm), warga masyarakat maulpuln para pelnelgak 

hulkulm dan pelngulasanya. 

Lawrelncel M. Frieldman belrpelndapat bahwa elfelktivitas dan kelbelrhasilan 

pelnelgakan hulku lm belrgantulng pada sistelm hulkulm yang telrdiri dari tiga komponeln 

ataul sulbsistelm: strulktulr hulkulm, strulktulr hu lkulm, sifat hulkulm  dan buldaya hulkulm. 

Seldelrhananya, telori Frieldman sangat sullit dibantah. Akan teltapi, hanya seldikit 

orang yang melngeltahuli bahwa telori Frieldman  selbelnarnya didasarkan pada 

pandangan sosiologi dan telori sosiologinya. Apa yang  helndak dijellaskannya 

mellaluli doktrin tiga sulbsistelm, yaitul strulktulr, hakikat dan buldaya hulkulm, tak lain 

melrulpakan landasan bagi sellulrulh aspelk  sistelm hulkulm, yakni buldaya 

hulkulm.Melnulrult Frieldman bahwa Sistelm hulkulm dipelngarulhi olelh belbelrapa ulnsulr 

diantaranya:  

a. Struktur 

Melnulrult Lawrelncel M. Frieldman bahwa To belgin with, thel lelgal sytelm has 

thel strulctulrel of a lelgal systelm consist of ellelmelnts of this kind: thel nulmbelr and sizel 

of coulrts; thelir julrisdiction  …Strulktulrel also melans how thel lelgislatulrel is 

organizeld  …what proceldulrels thel policel delpartmelnt follow, and so on. Strulktulrel, 

in way, is a kind of crosss selction of thel lelgal systelm…a kind of still photograph, 

with frelelzels thel action. 
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Strulktulr  sistelm hulkulm melncakulp u lnsulr-ulnsulr belrikult: julmlah dan ulkulran 

pelngadilan, yulrisdiksi pelngadilan, telrmasu lk jelnis kasuls yang bolelh disidangkan 

olelh pelngadilan, dan proseldulr ulntulk melngajulkan banding dari satul pelngadilan kel 

pelngadilan lainnya. Sistelm hulkulm, dari pelrspelktif strulktulral, lelbih melmpelrhatikan 

lelmbaga-lelmbaga selpelrti cabang lelgislatif, cabang elkselkultif, dan cabang yuldikatif, 

dan bagaimana lelmbaga-lelmbaga ini melnjalankan fulngsinya. Strulktulr julga melruljulk 

pada julmlah anggota Kongrels, apa yang dapat dan tidak dapat dilakulkan prelsideln, 

bagaimana peltulgas pelnelgak hulkulm mellaksanakan tulgas melrelka, dan masih banyak 

lagi. Delngan kata lain, sistelm strulktulral  melnelntulkan apakah hulkulm dapat 

ditelrapkan delngan belnar. 

Strulktulr hulkulm julga melruljulk pada bagaimana badan lelgislatif 

diorganisasikan, apa yang dapat dan tidak dapat dilakulkan prelsideln, proseldulr  yang 

diikulti polisi, dan seltelrulsnya. Delngan delmikian, strulktulr hulkulm melncakulp 

lelmbaga-lelmbaga hulkulm yang ada yang dimaksuldkan ulntulk mellaksanakan 

dokulmeln-dokulmeln hulkulm yang ada. Strulktulr adalah modell yang melnulnjulkkan  

bagaimana hulkulm dilaksanakan selsulai keltelntulan formalnya. Strulktulr ini 

melnulnjulkkan bagaimana pelngadilan, badan hulkulm, dan  prosels lelgislatif 

belropelrasi dan dilaksanakan. 

b. Substansi 

Lawrelncel M. Frieldman, melnyatakan  “Anothelr aspelct of thel lelgal systelm is 

its sulbstancel. By this is melant thel actulal rullels, norm, and belhavioral pattelrns of 

peloplel insidel thel systelm …thel strelss helrel is on living law, not julst rullels in law 

books”.21 

 
21 Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspektive, (Russell Sage 

Foundation, New York, 1975, hal.14 
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Aspelk lain dari sistelm hulkulm adalah sifatnya. Hakikatnya, yang kami 

maksuld adalah atulran, norma, dan pola pelrilakul  manulsia selsulnggu lhnya dalam 

sistelm. Olelh karelna itul, isi pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrkaitan delngan 

pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul belrsifat melngikat selcara hulkulm dan 

melnjadi peldoman bagi aparat pelnelgak hu lkulm. Sistelm hulkulm  pada hakikatnya 

belrtuljulan ulntulk melmahami atulran-atulran yang melngatulr pelrilakul manulsia, yaitul 

atulran-atulran, norma-norma, dan pola-pola pelrilakul masyarakat dalam sulatul 

sistelm. Delngan delmikian, isi hulkulm  pada hakikatnya mellipulti selgala keltelntulan 

hulkulm, baik yang telrtullis maulpuln yang tidak telrtullis, selpelrti pultulsan pelngadilan 

yang dapat melnjadi pelratulran ataul ulndang-ulndang barul, hulkulm matelriil, hulkulm 

sulbstantif, hulku lm formil, dan hulkulm adat. Delngan kata lain, alam julga belrkaitan 

delngan hulkulm kelhidulpan, bulkan hanya pelratulran dalam hulkulm yang telrtullis. 

Ulntulk lelbih melmahaminya, kita dapat melnganggap sistelm hulku lm  Indonelsia 

selbagai nelgara yang masih melnganult sistelm hulkulm civil law ataul sistelm hulkulm 

kontinelntal Elropa, melskipuln belbelrapa pelratulran pelrulndang-ulndangan julga tellah 

melnelrapkan sistelm hulkulm common law ataul  hulkulm Anglo-Saxon. Hulkulm 

dianggap atulran telrtullis, seldangkan atulran tidak telrtullis tidak dianggap hulkulm. 

Sistelm ini melmpelngarulhi sistelm hulkulm Indonelsia. Salah satul dampaknya adalah 

belrlakulnya asas lelgalitas dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana. Pasal 1 

KUlHP melneltapkan bahwa tidak ada keljahatan yang dapat dihulkulm tanpa keltelntulan 

pelratulran. Olelh karelna itul, sulatul pelrbulatan bisa saja tidak dapat dihulkulm olelh 

hulkulm apabila pelrbulatan itul suldah diatulr dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan. 

c. Kultur/Budaya 
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Frieldman belrpelndapat : “Thel third componelnt of lelgal systelm, of lelgal 

culltulrel. By this wel melan peloplel’s attituldels toward law and lelgal systelm thelir bellielf 

…in othelr word, is thel climinatel of social thoulght and social forcel wicch deltelrminels 

how law is ulseld, avoideld, or abulseld”.22 

Buldaya hulkulm adalah telntang buldaya hulkulm, yaitul sikap orang-orang, 

telrmasulk buldaya hulkulm para peltulgas pelnelgak hulkulm, telrhadap hulkulm dan sistelm 

hulkulm. Beltapapuln kokohnya strulktulr hu lkulm  yang mellaksanakan keltelntulan 

hulkulm, beltapapuln kokohnya isi hulkulm, jika tidak didulkulng olelh buldaya hulkulm 

dari para pellakul sistelm dan masyarakat, maka pelnelgakan hulkulm tidak akan 

belrjalan elfelktif. 

Buldaya hu lkulm lelbih belrfokuls pada sikap masyarakat, kelyakinan masyarakat, 

nilai-nilai yang ditelrima masyarakat, dan gagasan ataul harapan masyarakat  

telrhadap hulkulm dan sistelm hulkulm. Dalam hal ini, buldaya hulkulm melrulpakan 

elksprelsi sikap dan pelrilakul telrhadap hulku lm dan selmula faktor yang melnelntulkan 

bagaimana sistelm hulkulm melmiliki telmpat yang telpat dan dapat ditelrima olelh warga 

nelgara dalam kelrangka buldaya masyarakat. Selmakin tinggi kelsadaran hulkulm 

masyarakat, maka  buldaya hulkulm puln telrbelntulk dan mampul melngulbah cara 

belrpikir masyarakat saat ini. Seldelrhananya, kelpatulhan pulblik telrhadap hulkulm 

melrulpakan  indikator selbelrapa baik hulkulm ditelgakkan. 

Keltiga ellelmeln sistelm hulkulm ini melmbantul melngelvalulasi elfelktivitas 

pelnelrapan  sanksi dalam pelratulran hulkulm. Melnulrult Kamuls Belsar Bahasa 

Indonelsia, kata elfelktif artinya melmpulnyai dampak, jadi pelngarulhnya, kelsannya 

elfelktif ataul elfisieln, dapat melndatangkan hasil ataul kelbelrhasilan, dapat 

 
22 Ibid. Hal.16 
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melnimbullkan akibat.23 Elfelktivitas sanksi pidana didelfinisikan selbagai seljaulh mana 

tuljulan yang diinginkan dari sanksi pidana telrkait pelneltapan harga transfelr telrcapai. 

Sanksi pidana dikatakan elfelktif apabila tuljulan yang diinginkan dari sanksi pidana 

telrcapai.24 Melngelvalulasi elfelktivitas hulkulm pada hakikatnya mellibatkan 

pelrbandingan antara kelnyataan hulkulm delngan cita-cita hulku lm. Hulkulm 

melndelfinisikan pelran yang haruls dimainkan olelh  sulbjelk hulkulm, dan hulkulm akan 

lelbih elfelktif jika pelran sulbjelk hulkulm lelbih delkat delngan apa yang  dilakulkan dalam 

hulkulm. Elfelktivitas dalam kontelks  hulkulm belrarti bahwa hulkulm itul belnar-belnar ada 

dan ditelrapkan selcara lelgal, sosiologis, dan filosofis.25 Sulatul keltelntulan hulkulm 

dikatakan elfelktif dan dapat ditelgakkan apabila warga nelgara yang dikelnai 

keltelntulan telrselbult melmatulhinya.26 

Melnulrult Achmad Ali, elfelktif ataul tidaknya sulatul pelratulran pelrulndang-

ulndangan selcara ulmulm julga belrgantulng pada optimalisasi dan profelsionalitas 

aparat pelnelgak hulkulm dalam melngimplelmelntasikan pelratulran pelrulndang-

ulndangan telrselbult, mullai dari tahap pelmbulatan pelratulran pelrulndang-ulndangan, 

sosialisasi pelratulran pelrulndang-ulndangan, prosels pelnelgakan hulku lm mellipulti 

tahapan pelnelmulan hulkulm, pelnggulnaan pelnalaran hulkulm, melnjellaskan dan 

melmbanguln pelratulran pelrulndang-ulndangan selrta melnelrapkannya pada sulatul kasuls 

telrtelntul.27 

 
23Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar 

Grafika, Jakarta,1996, hal.59 
24Ibid. 
25Ibid. 
26 J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta,Refleksi Tentang Hukum, Cetakan Kedua, 

PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.149 
27Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Cetakan Keempat, Kencana 
PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012, hal.378 
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Melnulrult Soelrjono Soelkanto adalah ada 5 faktor yang melmpelngarulhi elfelktif 

tidaknya kelbelrlakulkan sulatul hulkulm yaitul :28 

1) Faktor hulkulmnya selndiri 

2) Faktor pelnelgak hulkulm, yaitul pihak-pihak yang melmbelntulk 

maulpu lnmelnelrapkan hulkulm 

3) Faktor sarana ataul fasilitas yang melndulkulng pelnelgakan hulkulm. 

4) Faktor masyarakat, yaitul lingku lngan dimana hulkulm itul belrlakul ataul 

ditelrapkan 

5) Faktor kelbuldayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsamanulsia didalam pelrgaullan hidulp 

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (criminal policy) 

Telori kelbijakan hulkulm pidana adalah sulatul pelndelkatan dalam stuldi hulkulm 

pidana yang melnelkankan pelntingnya melmpelrtimbangkan tuljulan-tuljulan sosial dan 

kelbijakan-kelbijakan pulblik dalam pelmbelntulkan dan pellaksanaan hu lkulm pidana. 

Telori ini belrpelndapat bahwa hulkulm pidana harulslah didasarkan pada prinsip-

prinsip keladilan, elfisielnsi, dan elfelktivitas ulntulk melncapai tuljulan-tuljulan yang 

diinginkan olelh masyarakat. 

Belbelrapa konselp pelnting dalam telori kelbijakan hulkulm pidana antara lain: 

1. Prinsip keladilan: Hulkulm pidana harulslah adil dan proporsional, 

yaitul sanksi yang dibelrikan haruls selbanding delngan keljahatan yang 

dilakulkan. 

 
28Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta,2012, hal.8 
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2. Prinsip elfisielnsi: Hulkulm pidana harulslah elfisieln dalam melnangani 

kasuls-kasuls kriminal, yaitul delngan melmastikan bahwa sulmbelr daya 

yang telrseldia digulnakan selcara optimal. 

3. Prinsip elfelktivitas: Hulkulm pidana harulslah elfelktif dalam melncelgah 

dan melnangani tindak kriminal, yaitul delngan melnjamin bahwa 

sanksi yang dibelrikan dapat melmbelrikan elfelk jelra kelpada pellakul 

keljahatan. 

Delngan melnelrapkan telori kelbijakan hulkulm pidana, diharapkan bahwa sistelm 

hulkulm pidana dapat lelbih elfelktif dalam melnelgakkan keladilan dan melmelnulhi 

kelbultulhan masyarakat dalam melnangani kasuls-kasuls kriminal. 

Kelbijakan kriminal melmelrlulkan pelndelkatan yang pragmatis, rasional, dan 

belrorielntasi pada nilai. Kelbijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari masalah 

nilai. Khulsulsnya bagi Indonelsia, nelgara yang melnganult Pancasila dan melmpulnyai 

kelbijakan pelmbangulnan nasional yang belrtuljulan ulntulk melmbanguln manulsia 

selultulhnya. Jika hulkulm pidana  digulnakan selbagai sarana ulntulk melncapai tuljulan 

ini, maka pelndelkatan hulmanistik julga haru ls dipelrhitulngkan. Hal ini pelnting bulkan 

saja karelna keljahatan  pada hakikatnya melrulpakan masalah kelmanu lsiaan teltapi 

julga karelna hulkulm pidana  selndiri melngandulng ulnsulr-ulnsulr pelndelritaan yang 

dapat melrulgikan kelpelntingan ataul apa yang paling belrharga dalam kelhidulpan 

manulsia..29 Olelh karelna itul, pelrlul dipastikan adanya koordinasi dan kelrja sama 

yang baik antar lelmbaga pelnelgak hulkulm ulntulk melnggulnakan tindakan pidana 

dalam melmbelrantas keljahatan. Intelgrasi telrselbult pada akhirnya akan belruljulng pada 

telrwuljuldnya kelsellarasan  dan kelselimbangan kelhidulpan belrmasyarakat. 

 
29 Ibid., hal.34. 
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Hulkulm pidana pada zaman modelrn  tidak hanya belrpelran selbagai pellindulng 

nilai-nilai moral saja, teltapi  celndelrulng belrpelran selbagai sarana ataul alat ulntulk 

melningkatkan ataul melncapai kelseljahtelraan sosial  selrta melmbelrikan rasa aman 

ataul pelrlindulngan bagi seltiap warga masyarakat ( social delfelncel). Telrkait delngan 

hal ini, melnulrult Barda Nawawi Arielf, bahwa tuljulan akhir ataul tuljulan ultama dari 

politik kriminal (criminal policy) adalah melmbelrikan pelrlindulngan masyarakat 

(social delfelncel) dan melncapai kelseljahtelraan ( social wellfarel).30 

Melnulrult Pulrnadi Pulrbacaraka dan Soelrjono Soelkanto:31 

Su latul pelratulran hulkulm belrlakul selcara yulridis apabila pelratulran 
hulkulm telrselbult pelnelntulannya belrdasarkan kaidah yang lelbih tinggi 
tingkatannya. Sulatul pelratulran hulkulm belrlakul selcara sosiologis 
bilamana pelratulran hulkulm telrselbult diakuli ataul ditelrima olelh 
masyarakat kelpada siapa pelratulran hulkulm telrselbu lt dituljulkan. 
Pelratulran hulkulm haruls belrlakul selcara filosofis, apabila pelratulran 
hulkulm telrselbult selsulai delngan cita-cita hulkulm selbagai nilai positif 
yang tinggi. 

 
 Barda Nawawi melngultarakan masih pelntingnya melnggulnakan sarana pelnal 

dalam rangka melnanggullangi keljahatan yaitul:32 

a. Sanksi pidana sangatlah dipelrlulkan, kita tidak dapat hidu lp, selkarang 

maulpuln di masa yang akan datang tanpa pidana; 

b. Sanksi pidana melrulpakan alat ataul sarana telrbaik yang telrseldia, yang kita 

miliki ulntulk melnghadapi keljahatan-keljahatan ataul bahaya belsar selrta ulntulk 

melnghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; 

 
30 Kritian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi 

Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2014, Hal.220 
 31Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: Alumni, 

1978, Hal. 113. 
 32Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, Semarang: CV. Ananta, 1994, Hal. 31. 
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c. Sanksi pidana sulatul keltika melrulpakan pelnjamin yang ultama/telrbaik dan 

sulatul keltika melrulpakan pelngancam yang ultama dari kelbelbasan manulsia. Ia 

melrulpakan pelnjamin apabila digulnakan selcara helmat, celrmat dan selcara 

manulsiawi, ia melrulpakan pelngancam apabila digulnakan selcara 

selmbarangan dan selcara paksa. 

 Kelbijakan melmbelrantas keljahatan delngan cara-cara kriminal diselbult julga 

delngan meltodel relprelsif olelh banyak kriminolog. Tindakan relprelsif ditu ljulkan ulntulk 

melnghilangkan, melncelgah ataul melnelkan keljahatan seltellah telrjadi, telrmasulk 

pelnelrapan hulkulman pidana..33 

Kelbijakan kriminal melmelrlulkan pelndelkatan yang pragmatis, rasional, dan 

belrorielntasi pada nilai. Kelbijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari pelrsoalan 

nilai-nilai, telrultama bagi Indonelsia, nelgara yang belrdasarkan Pancasila dan yang 

kelbijakan pelmbangulnan nasionalnya belrtuljulan ulntulk melmbelntulk manulsia 

selultulhnya. Jika hulkulm pidana  digulnakan selbagai sarana ulntulk melncapai tuljulan 

ini, maka pelndelkatan hulmanistik julga haru ls dipelrhitulngkan. Hal ini pelnting bulkan 

saja karelna keljahatan  pada hakikatnya melrulpakan masalah kelmanu lsiaan teltapi 

julga karelna hulkulm pidana  selndiri melngandulng ulnsulr-ulnsulr pelndelritaan yang 

dapat melrulgikan kelpelntingan ataul apa yang paling belrharga dalam kelhidulpan 

manulsia.34 Pelrlu l dipastikan adanya koordinasi dan kelrja sama yang baik antara 

lelmbaga pelnelgak hulkulm dalam melnggulnakan tindakan pidana ulntulk melmbelrantas 

keljahatan. Intelgrasi telrselbult pada akhirnya akan belruljulng pada telrwuljuldnya 

kelsellarasan  dan kelselimbangan kelhidulpan belrmasyarakat. 

 
 33Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung: Remaja Karya, 1987, 

Hal. 28. 
 34Ibid., Hal.34. 
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Kelbijakan kriminal melrulpakan sarana ulntulk melncapai tuljulan-tu ljulan praktis 

yang melmulngkinkan formullasi pelratulran hulkulm positif yang lelbih baik dan 

melmbelrikan pandulan tidak hanya kelpada pelmbulat ulndang-ulndang teltapi julga 

kelpada pelngadilan yang melnelrapkan hulkulm selrta kelpada melrelka yang 

melnyellelnggarakan ataul mellaksanakan kelpu ltulsan pelngadilan.35 

1.6.2. Kerangka konsep  

Belbelrapa konselp yang dijellaskan selsulai delngan juldull pelnellitian ini adalah: 

a. Tindak Pidana adalah  pelrbulatan yang mellanggar larangan yang diatulr olelh 

atulran hu lkulm yang di ancam delngan sanksi pidana. Tindak pidana dalam 

hulkulm pidana positif Indonelsia dapat dikatelgorikan melnjadi tindak pidana 

ulmulm dan tindak pidana khulsuls. Melnulrult Moellyatno bahwa Tindak pidana 

adalah Pelrbulatan yang dilarang olelh sulatul atulran hulkulm larangan mana 

diselrtai ancaman (sanksi) yang belrulpa pidana telrtelntul, bagi barang siapa 

mellanggar larangan telrselbult36 

b. Narkotika adalah  selcara eltimologis narkoba ataul narkotika belrasal dari 

bahasa Inggris narcoselataul narcosis yang belrarti melnidulrkan dan 

pelmbiulsan. Narkotika belrasal dari bahasa Yulnani yaitu l narkelataul 

narkamyang belrarti telrbiuls selhingga tidak melrasakan apa-apa37. Sylviana 

melndelfinisikan narkotika selcara ulmulm selbagai zat-zat (obat) yang dapat 

melngakibatkan keltidaksadaran atau l pelmbiulsan dikarelnakan zat-zat telrselbult 

belkelrja melmpelngarulhi sulsulnan syaraf otak. Elfelk narkotika disamping 

melmbiuls dan melnulrulnkan kelsadaran, adalah melngakibatkan daya 

 
 35Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 18. 
36 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54 
37Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78   
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khayal/halulsinasi (ganja), selrtamelnimbullkan daya rangsang ataul stimullan 

(cocainel). Narkotika telrselbult dapat melnimbullkan keltelrgantulngan 

(delpelndelncel)38. Belrdasarkan keltelntulan Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 

2009 telntang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika adalah zat ataul obat 

yang belrasal dari tanaman ataul bulkan tanaman, baik sinteltis maulpuln 

selmisinteltis, yang dapat melnyelbabkan pelnulrulnan atau l pelrulbahan 

kelsadaran, hilangnya rasa, melngulrangi sampai melnghilangkan rasa nyelri, 

dan dapat melnimbullkan keltelrgantulngan, yang dibeldakan kel dalam 

golongangolongan selbagaimana telrlampir dalam Ulndang-Ulndang ini. 

c. Pelreldaran gellap narkotika adalah seltiap kelgiatan ataul selrangkaian tindakan 

yang dilakulkan tanpa hak ataul mellawan hulkulm yang diteltapkan selbagai 

tindak pidana narkotika ataul prelkulrsor narkotika. 

d. Kelbijakan Hulkulm Pidana adalah ulpaya melnelntulkan kelarah mana 

pelmbelrlakulan hulkulm pidana Indonelsia di masa yang akan datang delngan 

mellihat pelnelgakkannya saat ini39 

e. Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia adalah lelmbaga pelnelgak hulkulm 

melmpulnyai yang melmiliki tulgas u lntulk pelnelgakan hulkulm, pelmelliharaan 

kelamanan dan keltelrtiban masyarakat, pelrlindulngan, pelngayoman, dan 

pellayanan kelpada masyarakat delngan melnjulnjulng tinggi nilai-nilai hak 

asasi manulsia 

f. Pelnanggullangan (pelnal policy) adalah sulatul ulsaha ulntulk melnanggullagi 

keljahatan mellaluli pelnelgakan hulkulm pidana, yang rasional yaitul melmelnulhi 

 
38 Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, 

hal.8   
39 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal 

Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 66 
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rasa keladilan dan daya gulna. Dalam rangka melnanggullangi keljahatan 

telrhadap belrbagai sarana selbagai relaksi yang dapat dibelrikan kelpada pellakul 

keljahatan, belrulpa sarana pidana maulpuln non hulkulm pidana, yang dapat 

diintelgrasikan satul delngan yang lainnya 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Telsis ini me lnggulnakan pe lne llitian yulridis normatif.40 Pe lne llitian yulridis 

normatif yaitul pe lne llitian yang difokulskan ulntulk me lngkaji pe lne lrapan kae ldah-

kae ldah ataul norma-norma hulkulm positif ataul dise lbult julga de lngan istilah 

pe lne llitian doktrinal (doktrinal re lse larch). Sifat pe lne llitian dalam te lsis ini adalah 

pe lne llitian de lskriptif analitis. Pe lne llitian de lskriptif analitis adalah pe lne llitian 

yang be lrsifat me lnggambarkan, me lngkaji, melnje llaskan, dan me lnganalisis  

pe lratulran pe lrulndang-ulndangan.41. 

1.7.2.  Sumber Data 

Sulmbelr data yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah data selkulndelr yang 

belrulpa bahan hulkulm primelr, bahan hulku lm selkulndelr dan bahan hu lkulm telrsielr, 

yaitul: 

a. Bahan Hulkulm Primelr 

Bahan hulkulm primelr adalah bahan hulkulm yang belrsifat aultoritatif artinya 

melmpulnyai otoritas. Bahan hulkulm primelr telrdiri dari pelratulran pelrulndang-

ulndangan yang diulrult belrdasarkan hielrarki42 selpelrti pelratulran pelrulndang-ulndangan 

 
 40 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: 

Bayumedia, 2008), hal. 295. 
41 Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, Enam Media Presss, Medan, 

2019, hal.29 
 42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 141.  
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yang belrkaitan delngan pelnellitian ini yaitul pelratulran pelrulndang-ulndangan yang 

belrkaitan telrhadap tindak pidana narkotika yaitul Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 

2009 telntang Narkotika dan KUlHPidana selrta pelratulran-pelratulran dibawah 

ulndang-ulndang selpelrti Pelratulran Melntelri dan Pelratulran Kapolri, selrta Pelratulran 

Mahkamah Agu lng yang telrkait delngan tindak pidana narkotika. 

b. Bahan Hulkulm Selkulndelr  

Bahan hulkulm selkulndelr adalah bahan hulkulm yang telrdiri atas bu lkul-bulkul telks 

yang ditullis olelh ahli hulkulm yang belrpelngarulh, julrnal-julrnal hulkulm, pelndapat para 

sarjana, kasuls-kasuls hulkulm, yulrispruldelnsi, dan hasil-hasil simposiulm multakhir 

yang belrkaitan delngan topik pelnellitian.43 Dalam pelnellitian ini, bahan hulkulm 

selkulndelr yang digulnakan adalah belrulpa bulkul-bulkul ruljulkan yang rellelvan, hasil 

karya tullis ilmiah, dan belrbagai makalah yang belrkaitan. 

c. Bahan Hulkulm Telrsielr 

Bahan hulkulm telrsielr adalah bahan hulkulm yang melmbelrikan peltulnjulk ataul 

pelnjellasan telrhadap bahan hulkulm primelr dan bahan hulkulm selkulndelr44 belrulpa 

kamuls ulmulm, kamuls bahasa, sulrat kabar, artikell, intelrnelt. 

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang telrkulmpull melnggulnakan Pelnellitian Kelpulstakaan (Library 

Relselaarch). Pelnellitian kelpulstaakan belrtuljulan ulntulk melmpelrolelh data selkulndelr 

delngan melmpellajari litelratulr-litelratulr, pelratulran pelrulndang-ulndangan, telori-telori, 

pelndapat para sarjana dan hal-hal lain yang belrkaitan delngan kelbijakan pelnal 

telrkait delngan tindak pidana pelnyalahgulnaan narkotika. 

 

 
 43 Jhony Ibrahim, Op.Cit, Hal. 296. 
 44 Ibid. 
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1.7.4. Analisis Data 

 Data dianalisis melnggulnakan analisis kulalitatif.45 Analisis kulalitatif ini 

akan disajikan dalam belntulk delskriptif sistelmatis, melnjellaskan hulbu lngan antara 

belrbagai jelnis data. Sellain itul, selmula data dipilih, diolah, kelmuldian dianalisis 

selcara delskriptif selhingga sellain melnggambarkan dan melngulngkap data, 

diharapkan dapat melmbelrikan solulsi telrhadap pelrmasalahan  pelnellitian ini. 

 
 45 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, 

2009, Hal. 121. 
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BAB II 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN 

KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN 

 

 

2.1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana  

Dalam belbelrapa lieltratulr, kelbijakan pelnelgakan hulkulm pidana julga diselbult  

selbagai  kelbijakan hulkulm pidana. Melnulrult Jazim Hamidi, kelbijakan hulkulm adalah 

kelbijaksanaan yang ditelmpulh ataul dilaksanakan olelh nelgara mellaluli lelmbaga-

lelmbaga ataul pelnyellelnggara nelgara  yang belrwelnang ulntulk melmultulskan ulndang-

ulndang mana yang pelrlul diulbah, dipelrtahankan, ataul diselsulaikan, selhingga mellaluli 

kelbijaksanaan telrselbult badan-badan keltatanelgaraan dan pelmelrintahan nelgara  

dapat melnjalankan tulgasnya delngan baik dan telrtib, selhingga tuljulan nelgara dapat 

direlncanakan dan dicapai selcara belrtahap.46.  

Politik hulkulm melngandulng arti blelid ataul kelbijakan (policy). Politik hulkulm 

didelfinisikan selbagai kelbijakan hulkulm (lelgal policy) yang helndak ditelrapkan ataul 

dilaksanakan selcara nasional olelh sulatul pelmelrintahan nelgara telrtelntul

47. Dalam 

rulang lingkulp pidana, politik hulkulm pidana melrulpakan langkah dari pelmelrintah 

ulntulk melneltapkan arah kelbijakan hulku lm pidana dalam rangka melngatasi 

pelrmasalahan pidana dimasa yang akan datang. Hal telrselbult dilakulkan olelh 

pelmelrintah karelna selmakin belrkelmbangnnya pelrilakul keljahatan, motif dan moduls 

dar keljahatan yang selmakin belrkelmbang pu lla.

 
46 Jazim Hamidi, dikutip dari Abdul Latif dan Harki Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2014, hal. 21 
47 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Makalah disampaikan di 

Yayasan LBHI Surabaya, 1985 dikutip dari Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum : 
Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Kencana Prenada Media 
Group: Jakarta, 2016, hal. 2 
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Politik hulkulm pidana diselbult julga selbagai politik kriminalisasi. Melnulrult Barda 

Nawawi Arielf, kelbijakan kriminalisasi adalah kelbijakan yang ditu ljulkan ulntulk 

melngulbah sulatu l pelrbulatan yang selmulla bu lkan melrulpakan tindak pidana  melnjadi  

tindak pidana. Olelh karelna itul, kelbijakan kriminalisasi melrulpakan bagian dari 

kelbijakan kriminal yang melmpelrgulnakan langkah-langkah hulkulm pidana 

(kelbijakan kriminal) seldelmikian rulpa selhingga telrpadul dalam kelbijakan hulkulm 

pidana (kelbijakan kriminal).48 

Kelbijakan kriminal pada hakikatnya adalah kelbijakan pelnelrapan hulkulm 

pidana. Kelbijakan pelnelgakan hulkulm pidana adalah selrangkaian prosels yang 

melncakulp tiga fasel kelbijakan. Yang pelrtama adalah tahap pelmbulatan kelbijakan 

ataul kelbijakan lelgislatif, yaitul tahap pelnyulsulnan kelbijakan pelradilan yang belrlakul, 

yaitul tahap pelnelrapan hulkulm pidana.49. 

Salah satu l pelrsoalan hulkulm pidana yang hingga saat ini bellulm melnelmulkan 

formulla yang baik adalah pelmbelrantasan pelreldaran gellap Narkotika. Pada dasarnya 

Pelmbelrantasan pelreldaran gellap narkotika di Indonelsia tellah dilakulkan selmelnjak 

adanya Ulndang-Ulndang Nomor 22 tahuln 2007, dan saat ini ulndang-ulndang 

telrselbult tellah diganti delngan Ulndang-Ulndang No. 35 Tahuln 2009 telntang 

Narkotika (Lelmbaran Nelgara Tahuln 2009 Nomor: 143). Didalam Ulndang-Ulndang 

telrselbult, selcara khulsuls sellain institulsi kelpolisian, telrdapat lelmbaga yang selcara 

khulsuls ulntulk melnangani pelrsoalan narkotika yakni Badan Narkotika Nasional 

(BNN).  

 
48 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di 

Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, Hal 20.   
49 Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 1998 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan 

dan Pengembangan Hukum Pidana. PL Citra Aditya Bakti Bandung, , hal.3 
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Mellaluli Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 2009 telntang Narkotika 

melrulpakan belntulk pelnelrapan sarana pelnal dalam pelmbelrantasan pelreldaran gellap 

narkotika ditelngah masyarakat Indonelsia. Dalam pelnelrapan ulndang-ulndang 

telrselbult dapat dicelrmati bahwa telrdapat elfelktivitas  hulkulm dalam praktik 

pelmbelrantasan pelreldaran gellap narkotika. Pelnelrapan Ulndang-Ulndang Nomor 35 

Tahuln 2009 haru ls dipelrtimbangkan dari belrbagai suldult pandang, antara lain suldult 

pandang filosofis, normatif, hulkulm, dan sosiologis. Pelnelrapan Ulndang-Ulndang 

Nomor 35 Tahuln 2009 haruls dipelrtimbangkan dari belrbagai suldult pandang, antara 

lain suldult pandang filosofis, normatif, hulkulm, dan sosiologis. Pelrspelktif filosofis 

dalam pelnelrapan Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2009 adalah apakah suldah 

selsulai delngan cita hulkulm. 

Didalam pelngelmbangannya, pelrspelktif  yulridis  normatif,  belrlakulnya  

hulkulm  jika  selsulai  delngan  kaeldah  yang  lelbih  tinggi  (delmikian  telori Stulfelnbaul 

dari Hans Kellseln) ataul telrbelntulknya selsulai delngan cara – cara yang diteltapkan. 

Dalam hal ini, kelduldulkan Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln  2009 melnjadi dasar 

pellaksanaan pelnanganan dan pelmbelntulkan kelbijakan kriminal dari pelmelrintah dan 

lelmbaga pelnelgak hulkulm lainnya ulntulk melmbelntulk relgullasi telrkait delngan 

pelmbelrantasan pelreldaran gellap narkotika. 

Melnulrult Wiliam  J.  Chambliss  dalam  Soelrjono  Soelkanto, melnelgaskan 

bahwa tuljulan hu lkulm dapat melmpelrlihatkan sampai  seljaulh  manakah  sanksi  –  

sanksi  telrselbult  akan  dapat melmbatasi  telrjadinya  keljahatan. Delngan delmikian, 

jika mellihat keldu ldulkan  Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 2009, maka seljaulh mana 

ulndang-ulndang telrselbult dapat belrlakul elfelktif ditelngah masyarakat Indonelsia.  

Pelmbahasan  masalah  telrselbult dapat julga dilihat dalam prelspelktif hu lkulm selbagai 
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alat relkayasa sosial selbagaimana yang disampaikan olelh Roelscoel Poulnd yang 

melngelmbangkan telori Sociological  Julrispruldelncel pada pokok  pikirannya  

belrkisar  pada  telma  bahwa  hulkulm  bulkanlah  sulatul keladaan  yang  statis  

mellainkan  sulatu l  prosels,  sulatul  pelmbelntulkan  hulkulm.50 

Poulnd sangat melnelkankan elfisielnsi pelkelrjaannya dan karelna alasan ini ia 

melnelmpatkan kelpelntingan belsar pada pelnelrapan hulkulm di masyarakat. Itullah 

selbabnya Poulnd melmbeldakan makna kata belnar dalam tanda kulrulng pada satul sisi 

dan belnar dalam tindakan pada sisi yang lain. Pelrbeldaan ini dapat ditelrapkan pada 

seltiap bidang hu lkulm. Kulliah ini belrfokuls pada pelrtanyaan apakah hulkulm yang 

ditelrapkan konsisteln delngan pola pelrilakul.51 

Roelscoel Poulnd belrpelndapat bahwa hulkulm adalah  prosels  pelmbelntulkan 

atulran hulkulm dan kelpultulsan pelngadilan. Poulnd melmpelrkelnalkan gagasan hulkulm 

selbagai sarana melngatulr dan melngelmbangkan masyarakat. Fulngsi hu lkulm selbagai 

sarana pellaksanaan relkayasa sosial. Relkayasa sosial adalah salah satu l  idel Poulnd, 

yang dianggap selbagai alat relkayasa sosial. 

2.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran 

Narkotika  Di Kota PADANGSIDIMPUAN 

a. Profil Kota Padangsidempuan 

Kota Padangsidimpulan telrkelnal delngan selbultan kota salak. Nama kota ini 

belrasal dari “Padang na dimpul” (padang=hamparan lulas, na=di, dan dimpul=tinggi) 

yang belrarti “hamparan rulmpult yang lulas yang belrada di telmapat yang tinggi.” pada 

zaman dahullul daelrah ini melrulpakan telmpat pelrsinggahan para peldagang dari 

 
50 Amirudding  dan  Zainal  Asikin,  2004  Pengantar Metode  Penelitian  Hukum  PT.  Raja  
Grafindo Persada Jakarta, hal 135 
51 Otje Salman, 1989, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, hal. 35 
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belrbagai daelrah, peldangan ikan dan garam dari Sibolga -Padangsidimpulan-

Panyabulngan, Padang Bolak (palulta)- Padangsidimpulan-Sibolga52. 

Seliring pelrkelmbangan zaman, telmpat pelrsinggahan ini selmakin ramai dan 

kelmuldian melnjadi kota. Kota ini dibanguln pelrtama kali selbagai belntelng pada 1821 

olelh pasulkan Padelri yang dipimpin olelh Tulankul Imam Lello. Belntelng ini 

melmbelntang dari Batang Ayulmi sampai Aelk Sibontar. Sisa-sisa belntelng 

pelninggalan Pelrang Padelri saat ini masih ditelmulkan, walaul suldah tidak telrawat 

delngan baik. Dan pelngarulh pasulkan Padelri ini belrdampak pada agama yang dianult 

olelh mayoritas pelnduldulk kota ini belragama Islam53. 

Pada zaman pelnjajahan Bellanda, kota Padang Sidelmpulan dijadikan pulsat 

pelmelrintahan olelh pelnjajah Bellanda di daelrah Tapanulli. Pelninggalan bangulnan 

Bellanda disana masih dapat dijulmpai belrulpa kantor pos polisi pulsat kota 

padangsidimpulan. Selhingga tidak helran, kalaul ingin mellihat seljarah kota Padang 

Sidelmpulan, telrsimpan foto-foto zaman dahullul kota Padang Sidelmpu lan di selbulah 

mulselulm di kota Lelideln, Bellanda54. Kota ini melrulpakan kota pelrdagangan yang 

telrleltak didaelrah Tapanulli.55 

Selbellulmnya Padang Sidelmpulan melrulpakan Kota Administratif belrdasarkan 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 32 Tahuln 1982. Kelmuldian seljak tanggal 21 Julni 

2001, belrdasarkan Ulndang-ulndang Nomor 4 Tahuln 2001, Kota Padang Sidelmpulan 

diteltapkan selbagai Daelrah Otonom dan melrulpakan hasil pelnggabulngan dari 

 
52 https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah, diakses tanggal 2 September 2024, di 

Kota Padangsidempuan 
53 Ibid. 
54 ibid 
55 https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-padang-sidimpuan-kota-salak-

yang-menghubungkan-kota-kota-di-sumatera, diakses tanggal 2 september 2024, di Kota 
Padangsidempuan 
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Kelcamatan Padang Sidelmpulan Ultara, Kelcamatan Padang Sidelmpulan Sellatan, 

Kelcamatan Padang Sidelmpulan Batulnadula, Kelcamatan Padang Sidelmpulan 

Hultaimbarul, dan Kelcamatan Padang Sidelmpulan Telnggara yang selbellu lmnya masulk 

wilayah Kabulpateln Tapanulli Sellatan56 

gambar.1. Pelta Kota Padangsidelmpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan 

 

Tabel.1. Daftar Kecamatan di Kota Padangsidempuan 

No Kecamatan  Jumlah 
Kelurahan 

Jumlah 
Desa 

Status Daftar 
Kelurahan/Des 

1 Padangsidimpulan 
Angkola Jullul 

- 8 Delsa Batul Layan, Joring 
Lombang, Joring 
Natobang, 
Mompang, Pintul 
Langit Jael, Rimba 
Soping, Simasom 
 , Simatohir 
 

 
56 Ibid. 
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2 Padangsidimpulan 
Batulnadu la 

2 13 Delsa Aelk Bayulr, Aelk 
Najaji, Aelk Tulhull, 
Bargottopong, 
Barulas, Batang 
Bahal, Gulnulng 
Hasahatan, Pulduln 
Jael, Pulduln Jullul, 
Pulrwodadi, 
Siloting, Simirik, 
Uljulnggulrap 
 

    Kellulrahan Batulnadula Jael 
, Batulnadula Jullul 
 

3 Padangsidimpulan 
Hultaimbarul 

5 5 Delsa • Hulta 
Padang 

• Partihaman 
Saroha 

• Sabulngan 
Sipabanguln 

• Singali 
• Tinjoman 

Lama 
 

    Kellulrahan • Hultaimbarul 
• Lelmbah 

Lulbulk 
Manik 

• Lulbulk 
Raya 

• Palopat 
Maria 

• Sabulngan 
Jael 
 

4 Padangsidimpulan 
Sellatan 

12 - Kellulrahan Aelk Tampang, 
Hanopan, Losulng, 
Padang Matinggi, 
Padang Matinggi 
Lelstari, Sidangkal, 
Silandit, 
Sitamiang, 
Sitamiang Barul, 
Uljulng Padang, 
Welk V, Welk VI 

5 Padangsidimpulan 
Telnggara 

2 16 Delsa Goti, Hulta Kojel, 
Hulta Lombang, 
Hulta Padang, 
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Hultalimbong, 
Labulhan Labo, 
Labulhan Rasoki, 
Manelgeln, 
Manulnggang Jael 
, Manu lnggang 
Jullul, Palopat Pijor 
Koling, 
Pelrkelbulnan Pijor 
Koling, Pulrbatula 
Pijor Koling, 
Salambulel, 
Sigullang, Tarultulng 
Barul 

    Kellulrahan • Pijor 
Koling 

• Sihitang 
 

6 Padangsidimpulan 
Ultara 

16 - Kellulrahan • Batang 
Ayulmi Jael 

• Batang 
Ayulmi Jullul 

• Bincar 
• Bonan 

Dolok 
• Kantin 
• Kayul 

Ombuln 
• Losulng 

Batul 
• Panyanggar 
• Sadabulan 
• Tanobato 
• Timbangan 
• Tobat 
• Welk I 
• Welk II 
• Welk III 
• Welk IV 
 

Sulmbelr: Pelmelrintah Daelrah Kota Padangsidelmpulan 

Pada tahuln 2003, selbagai akibat dari pelmelkaran wilayah, Kota 

Padangsidimpulan tidak melndapatkan pelndapatan dari sellu lrulh sulmbelr 

Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) khulsulsnya dari hasil reltribulsi daelrah. Su lmbelr ultama 
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bagi Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) Kota Padangsidimpulan adalah dari hasil 

reltribulsi dan pajak daelrah. Reltribulsi adalah sulmbelr Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) 

Kota Padangsidimpulan yang telrbelsar, pelrlul dipelrhatikan bahwa jika dilihat dari 

sulmbelr Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) telrbelsar adalah dari Lain -lain Pelndapatan 

Asli Daelrah Yang Sah, maka selbelnarnya fondasi Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) 

Kota Padangsidimpulan bellulm culkulp kulat.  

Delngan selmakin pelsatnya pelrkelmbangan pelmbangulnan di Kota 

Padangsidimpulan dan selmakin baiknya tingkat pellayanan kelpada masyarakat 

melmbulat kelnyamanan bagi wajib pajak dan wajib reltribulsi telrnyata melmiliki 

pelngarulh yang culkulp belsar bagi pelnelrimaan PAD Kota Padangsidimpulan 

b. Profil Polres Kota Padangsidempuan 

Lelmbaga Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia disulsuln belrjelnjang dari 

tingkat pulsat sampai pada wilayah baik provinsi, kabulpateln/kota, kelcamatan hingga 

kellulrahan/delsa. Hal ini diatulr dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Kelpultu lsan Prelsideln 

No. 70 Tahuln 2002 telntang Organisasi dan Tata Kelrja Kelpolisian Nelgara Relpulblik 

Indonelsia. Jelnjang di tingkat pulsat diselbult Markas Belsar Kelpolisian Nelgara 

Relpulblik Indonelsia disingkat Mabels Polri dan ditingkat kelwilayahan diselbult 

Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia Daelrah disingkat Polda. Di tingkat 

Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia Daelrah (Polda) melmiliki jelnjang ke l 

kelsatulan wilayah yang diselbult dan disingkat Polwil/Polwiltabels, Polrels/Polrelsta 

dan Polselk/Polselkta yang seltiap jelnjang ataul tingkatan melmiliki ulnsulr-ulnsulr57. 

 
57 Lasroha M Situmorang, Herlina Manullang, July Esther, “Peranan Kepolisian Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang  (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, 
Jurnal Visi Sosial Humaniora, Vol.3, No.1, 2022, Hal.71 
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Belrdasarkan Kelpprels No. 70 Tahuln 2002 telrselbult strulktulr organisasi di 

tingkat Mabels Polri melmiliki ulnsulr-ulnsulr yang telrdiri dari:  

a. Ulnsulr Pimpinan  

b. Ulnsulr pelmbantul pimpinan dan pellaksana staf  

c. Ulnsulr Pellaksana Pelndidikan dan ataul/Pellaksana Staf Khulsuls  

d. Ulnsulr Pellaksana Ultama Pulsat  

el. Satulan organisasi pelnulnjang lainnya.  

Sellain jelnjang di tingkat Mabels Polri ulntulk jelnjang di tingkat kelwilayahan di 

atulr dalam pasal 26 Kelpprels No. 70 Tahuln 2002 yang sulbstansinya melngatulr 

telntang Strulktulr Organisasi dan Ulnsulr-ulnsulr di tingkat Polda, telntang Organisasi 

dan Tata Kelrja Satulan-Satulan Organisasi Pada Tingkat Kelpolisian Nelgara Relpulblik 

Indonelsia Daelrah (Polda). Ulnsulr-ulnsulr pada tingkat Polda, telrdiri dari:  

a. Ulnsulr Pimpinan  

b. Ulnsulr Pelmbantul Pimpinan/Pellaksana Staf;  

c. Ulnsulr Pellaksana Pelndidikan/Staf Khulsuls dan Pellayanan;  

d. Ulnsulr Pellaksana Ultama.  

e. Ulnsulr Pelmbantul Pimpinan dan Pellaksanaan Staf Kelwilayahan Polri 

Wilayah yang disingkat Polwil.  

Selhingga selgala pelrtanggulngjawaban pelnyellelnggaraan kelpolisian olelh 

organisasi tingkat bawah dilakulkan belrjelnjang sampai tingkat atas (Mabels Polri), 

selpelrti Polselk belrtanggulngjawab kelpada Polrels, Polrels belrtanggulngjawab kelpada 

Polwil, Polwil belrtanggulngjawab kelpada Polda dan Polda belrtanggulngjawab 

kelpada organisasi ditingkat Mabels, baik selcara strulktulral maulpuln fulngsional. 
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Sellain itul hulbulngan yang belrsifat horizontal ataul melnyamping delngan organisasi 

kelpolisian tingkat daelrah belrsifat koordinatif ataul bantulan58 

Strulktrul organisasi Polri pada tingkat Kelpolisian Relsor (Polrels) belrada pada 

daelrah kabulpateln ataul kota. Strulktulr organisasi Polri tingkat Polrels melmbawahi 

Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia Selktor. Ulntulk kota-kota belsar, Polrels 

diselbult delngan Kelpolisian Relsor Kota Belsar. Strulktulr organisasi tingkat Polrels 

melmiliki satulan tulgas kelpolisian yang lelngkap, layaknya Polda, dan dipimpin olelh 

selorang Komisaris Belsar Polisi (Kombels) (ulntulk Polrels). 

Gambar.2. Struktur Organisasi di Tingkat Kepolisian Resor (Polres) 

 

 
58 Ibid. 
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Belrdasarkan keltelntulan Pasal 7 Pelratu lran Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpulblik 

Indonelsia tahuln 2010 diselbultkan bahwa Su lsulnan organisasi Polrels telrdiri dari: 

a. ulnsulr pimpinan; 

b. ulnsulr pelngawas dan pelmbantul pimpinan; 

c. ulnsulr pellaksana tulgas pokok; 

d. ulnsulr pelndulkulng; dan 

el. ulnsulr pellaksana tulgas kelwilayahan 

Ulnsulr pimpinan ditingkat Polrels telrdiri dari Kapolrels; dan Wakil Kapolrels 

(Wakapolrels). Seldangkan Ulnsulr pelngawas dan pelmbantul pimpinan di tingkat 

Polrels telrdiri dari  : 

a. Bagops; 

b. Bagreln; 

c. Bagsulmda; 

d. Siwas; 

el. Sipropam; 

f. Sikelul; dan 

g. Siulm. 

Strulktulr u lnsulr pellaksana tulgas pokok di tingkat Polrels telrdiri dari: 

a. SPKT; 

b. Satintellkam; 

c. Satrelskrim; 

d. Satrelsnarkoba; 

el. Satbinmas; 

f. Satsabhara; 
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g. Satlantas; 

h. Satpamobvit; 

i. Satpolair; dan 

j. Sattahti. 

Belrdasarkan keltelntulan Pasal 47 Pelrkap No.7 tahuln 2010 bahwa Satrelnarkoba 

melrulpakan ulnsulr pellaksana tulgas pokok yang belrada di bawah Kapolrels. 

Satrelsnarkoba belrtulgas mellaksanakan pelmbinaan fulngsi pelnyellidikan, pelnyidikan, 

pelngawasan pelnyidikan tindak pidana pelnyalahgulnaan dan pelreldaran gellap 

Narkoba belriku lt prelkulrsornya, selrta pelmbinaan dan pelnyullulhan dalam rangka 

pelncelgahan dan relhabilitasi korban pelnyalahgulnaan Narkoba. 

Dalam prosels pellaksanaan tulgasnya, Satrelsnarkoba melmpulnyai belbelrapa 

fulngsi, yaitul:  

a. Melnyellidiki dan melngadili tindak pidana yang belrkaitan delngan 

pelnyalahgulnaan dan pelreldaran gellap narkotika dan prelkulrsor; 

b. Bimbingan dan naselhat dalam  pelncelgahan dan relhabilitasi korban 

kelcandulan narkoba; 

c. Melngawasi pellaksanaan pelnyidikan dan pelnulntultan tindak pidana 

narkoba yang dilakulkan olelh Satulan Relselrsel Kriminal Polselk dan 

Satrelsnarkoba Polrels; dan 

d. Analisis filel dan prosels, selrta pantaul elfisielnsi fulngsi Satrelsnarkoba. 

Satrelsnarkoba dipimpin olelh Kasatrelsnarkoba yang belrtanggulng jawab 

kelpada Kapolrels dan dalam pellaksanaan tulgas selhari-hari di bawah kelndali 

Wakapolrels.  
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c. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan 

Peredaran Narkotika  

Polrels Padangsidelmpulan selbagai institulsi pelnelgak hulkulm ditingakt Kota 

melmilii fulngsi ulntulk mellakulkan pelngayoman, keltelrtiban dan kelamanan selrta 

pelnelgakan hulku lm telrhadap belrbagai pelrsoalan telrmasulk pelmbelrantasan telrhadap 

pelreldaran gellap narkotika. Pelmbelrantasan Tindak Pidana Narkoba melrulpakan 

ulpaya Polrels Sidelmpulan selbagai lelmbaga pelnelgak hulkulm ulntulk melmbelrantas 

tindak pidana pelnyalahgulnaan narkoba selrta akibat hulkulm pellanggaran Ulndang-

Ulndang Nomor 35 Tahuln 2009 telntang Narkoba. 

Pellaksanaan pelnelgakan hulkulm telrhadap pelmbelrantasan pelreldaran gellap 

narkotika dilaku lkan delngan kelbijakan non pelnal dan pelnal.  

a. Kebijakan Non Penal 

Pelmbelrantasan pelreldaran narkoba diwilayah hulku lm Polrels 

Padangsidelmpulan dilakulkan delngan pelndelkatan dilular hulkulm pidana delngan 

melngeldelpankan aspelk sosial masyarakat. Kelbijakan non pelnal yang dilaksanakan 

Polrels Padangsidelmpulan dalam rangka melnanggullangi dan melmbelrantas tindak 

pidana narkoba melrulpakan bagian dari kelbijakan yuldikatif. Kelbijakan ini 

melrulpakan ulpaya melnyellulrulh ulntulk melwu ljuldkan gelnelrasi mulda yang selhat gulna 

melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat. 

Kelbijakan antinarkoba belrtuljulan ulntu lk mellindulngi masyarakat  dari bahaya 

pelnyalahgulnaan narkoba. Kelbijakan pelmbelrantasan dan pelncelgahan tindak pidana 

narkoba melrulpakan kelbijakan hulkulm positif, tidak hanya selbatas pelnelgakan 

hulkulm saja teltapi dapat dilaksanakan selcara sistelmatis dan bakul. Di samping 

pelndelkatan hulkulm normatif, kelbijakan  pidana julga melmelrlulkan pelndelkatan 
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hulkulm praktis yang dapat belrbelntulk pelndelkatan sosiologi historis bahkan  

pelndelkatan mulltidisiplin yang komprelhelnsif  dan pelndelkatan holistik telrhadap 

kelbijakan sosial dan pelmbangulnan nasional. 

Ulpaya pelncelgahan dan pelmbelrantasan tindak pidana narkotika  diawali 

delngan ulpaya prelvelntif dan prelelmtif yaitul belrulpa ulpaya pelncelgahan, 

pelnanggullangan selbellulm telrjadinya tindak pidana  mellaluli kelbijakan non pidana, 

dilanjultkan delngan ulpaya pidana ataul relprelsif, pelnelkanan, pelmbelrantasan dan 

pelnindakan seltellah telrjadinya tindak pidana narkotika. 

Belbelrapa kelbijakan non pelnal yang dilakulkan olelh Polrels Padangsidelmpulan 

dalam melnanggullangi pelreldaran gellap narkotika di wilayah hu lkulm Polrels 

Sidelmpulan yakni: 

a. Mellakulkan Pelnyullulhan dan sosialisasi telrhadap bahaya narkotika di 

masyarakat  

Pelnting u lntulk melnelrapkan kelbijakan non-kriminal ulntulk melmelrangi dan 

melmbelrantas kelcandulan narkoba selselgelra mulngkin, karelna pelncelgahan lelbih baik 

daripada pelngobatan, yang belrarti ulpaya pelncelgahan lelbih  mulrah dan lelbih elfelktif 

daripada ulpaya lainnya. Lelbih jaulh lagi, ini julga melrulpakan ulpaya stratelgis ulntulk 

melnghilangkan risiko prelvelntif. Pelncelgahan adalah ulpaya  melmbantul orang 

melnghindari melmullai ataul melncoba melnggulnakan obat-obatan narkotika dan 

psikotropika delngan melnelrapkan pola hidulp selhat dan melngu lbah kondisi 

kelhidulpan yang melmbulat melrelka relntan telrhadap kelcandulan narkoba. 

Polrels Padangsidelmpulan mellakulkan pelnyullulhan dan sosialisasi telrhadap 

bahaya yang ditimbullkan olelh pelmakaian narkotika kelpada masyarakat delngan 

mellakulkan kulnjulngan kel institulsi pelndidikan selpelrti selkolah, madrasah dan 
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ulnivelrsitas yang ada di Kota Padangsidelmpulan. Sellain itul, Polrels 

Padangsidelmpulan mellakulkan sosialisasi bahaya narkotika kel masyarakat selcara 

langsulng delngan mellibatkan pelmelrintah daelrah ditingkat kelcamatan dan kellulrahan 

maulpuln delsa. 

Polrels Padangsidelmpulan julga mellakulkan pelnyullulhan mellaluli pelngeldaran  

pamflelt  ulntulk melncelgah  pelnyalahgulnaan  dan  pelreldaran  gellap narkotika kelpada 

masyarakat. pelndelkatan mellaluli celramah dan tingkatkan kelsadaran telntang narkoba 

dan bahaya pelnyalahgulnaan narkoba di selkolah dalam format  bahasa yang 

melnarik. Polisi, selbagai pelnelgak hulkulm, melncoba melnjadi telman melrelka. 

Kelgiatan pelningkatan kelsadaran di tingkat delsa ataul distrik ditulju lkan kelpada 

masyarakat di delsa ataul distrik telrselbult dan lelbih khulsuls lagi kelpada Karang Tarulna 

yang mellipulti para pelmulda dari delsa atau l distrik seltelmpat. Pelndelkatan ini julga 

dilakulkan belrsama para tokoh agama dan  adat agar melrelka bisa melngawasi dan 

melmbelri contoh kelpada gelnelrasi mulda.Polrels Padangsidelmpulan melndirikan Posko 

Kampulng belrsih narkoba 

Polrels Padangsidelmpulan julga mellakulkan pelncelgahan delngan melndirikan  

Posko Kampulng Belrsih dari Narkoba di Silayang-layang Jalan Jelnd Suldirman 

Kellulrahan Welk II, Kelcamatan Padangsidimpulan Ultara delngan tuljulan melngulrangi 

dampak nelgatif pelnyalahgulnaan narkoba di wilayah telrselbult. Posko ini akan 

melnjadi basis opelrasi ulntulk melnanggullangi pelreldaran narkoba. Delngan mellibatkan 

belrbagai pihak telrkait selpelrti TNI, Polri pelmelrintah seltelmpat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan tokoh pelmulda59.  

 
59 https://mediahub.polri.go.id/image/detail/20898-polres-padangsidimpuan-dirikan-posko-

kampung-bersih-narkoba-di-silayanglayang, diakses tanggal 9 September 2024, Pukul.20.00 WIB, 
di Kota Padangsidempuan 
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Pelndirian Posko Kampulng Belrsih dari narkoba di Silayang layang 

Kelcamatan Welk II, Kelcamatan Padangsidimpulan Ultara, Kota Padangsidimpulan 

selbagai belntulk kelselriulsan masyrakat dan Kelpolisian melmbrantas pelreldelran 

narkoba di kawasan itul. Delngan didirikannya posko telrselbult salah satul program 

yang dicanangkan Polda Sulmatelra Ultara telrhadap pilot projelct implelmelntasi Inprels 

RI nomor 2 Tahuln 2020 telntang Relncana Aksi Nasional P4GN (pelncelgahan, 

pelmbelrantasan pelnyalahgulnaan dan pelreldaran gellap narkotika. 

b. Kebijakan Penal 

Kelbijakan pelnal yang dilakulkan Polrels Padangsidelmpulan adalah mellaluli 

pelndelkatan hulkulm pidana. Dalam mellaksanakan tulgas pokok selbagai pelnelgak 

hulkulm, Polrels Padangsidelmpulan mellalu li Satrelsnarkoba mellakulkan tindakan-

tindakan relprelsif yang melngultamakan pelndelkatan pidana dalam melngatasi 

pelreldaran narkotika diwilayah hulkulm Polrels Padangsidelmpulan. 

Keltelntulan hulkulm melngelnai narkotika pada prinsipnya tellah diatulr telrselndiri 

olelh ulndang-ulndang yakni Ulndang-Ulndang Nomor 36 tahuln 2009 telntang 

narkotika.  Yang  lelbih  telrpelrinci diatulr dalam keltelntulan Pasal 6 ayat (1) Ulndang-

Ulndang Nomor 35  tahuln 2009  telntang  Narkotika  dan  Pelnjellasannya  bahwa  

jelnis-jelnis  narkotika dapat digolongkan melnjadi tiga golongan, yaitul : Narkotika 

Golongan I, Golongan II dan Narkotika Golongan III. 

Di dalam Keltelntulan Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 2009 telrdapat dula jelnis 

pelnindakan telrhadap pellakul pelnyalahgulnaan dan pelreldaran gellap narkotika yakni 

pidana pelnjara dan relhabilitasi.  

1. Pidana Pelnjara telrhadap Pellakul Tindak Pidana Narkotika 
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Belrdasarkan  pasal  Ulndang-Ulndang  Narkotika  dikeltahuli  bahwa  pellakul  

tindak pidana  narkoba  diancam  delngan  pidana  yang  tinggi  dan  belrat  delngan 

dimulngkinkannya  telrdakwa  divonis  maksimal  yakni  pidana  mati  sellain pidana 

pelnjara  dan  pidana  delnda. Melngingat  tindak  pidana  narkotika  telrmasulk  dalam 

jelnis  tindak  pidana  khulsuls maka  ancaman  pidana  telrhadapnya  dapat  dijatulhkan 

selcara  kulmullatif  delngan  melnjatulhkan  2  (dula)  jelnis  pidana  pokok  selkaliguls, 

misalnya pidana pelnjara dan pidana delnda ataul pidana mati dan pidana delnda.  

Pelngatulran melngelnai  tindak pidana narkotika dalam Ulndang-Ulndang 

Nomor 35 Tahuln 2009 telntang Narkotika di antaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 

113, Pasal 114, Pasal 127 Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2009 telntang 

Narkotika. 

Pelngatulran pidana pelnjara selcara ulmulm telrlihat keltelntulannya dalam KUlHP 

Bulkul I, diantaranya Pasal 10, 12 sampai pasal 17, Pasal 20, 24 sampai delngan Pasal 

29 dan Pasal 32 sampai delngan Pasal 34, Pasal 10 KUlHP melngellompokan jelnis-

jelnis pidana  kel  dalam  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan,  kellompok  pidana  

pokok mellipulti  pidana  mati,  pelnjara  ataul  kulrulngan  dan  pidana  delnda,  

seldangkan pelrampasan  barang-barang  telrtelntul,  pelncabultan  hak-hak  telrtelntul  dan 

pelngulmulman pu ltulsan hakim telrmasulk pidana tambahan. 

Hulkulman pidana adalah pelndelritaan yang delngan selngaja ditimbullkan pada 

selselorang apabila orang telrselbult mellakulkan pelrbulatan yang melmelnulhi syarat-

syarat telrtelntul. Hulkulman pidana melrulpakan relspon telrhadap keljahatan dan belrulpa 

pelndelritaan yang selngaja ditimpakan nelgara kelpada pellakulnya. Hulku lman pidana 

pada dasarnya telrdiri dari melnimbullkan rasa sakit, pelndelritaan ataul akibat tidak 

melnyelnangkan lainnya. Sanksi pidana adalah pidana yang delngan selngaja 
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dijatulhkan olelh selselorang ataul pelngulasa kelpada selselorang yang mellakulkan  tindak 

pidana melnulrult keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan..60 

Kelpastian hulkulm timbull dari sifat kakul belntulk pelngatulran ini dan pada 

gilirannya melnimbullkan timbullnya kondisi-kondisi lain, misalnya keltidakselsulaian 

antara kondisi, hulbulngan, dan keljadian dalam masyarakat yang diatulr olelh hulkulm 

formal. 

2.  Relhabilitasi telrhadap Pelnggulna Narkotika 

Pasal 54 Ulndang-Ulndang Nomor 35 Tahuln 2009  telntang Narkotika 

melnyatakan bahwa pelcandul narkotika dan korban pelnyalahgulnaan narkotika wajib 

melnjalani relhabilitasi meldis dan relhabilitasi sosial. 

Pasal  1  ayat  (16)  Ulndang-Ulndang  Nomor  35  Tahuln  2009  telntang  

Narkotika melnyatakan  bahwa Relhabilitasi Meldis  adalah  sulatul  prosels  kelgiatan  

pelngobatan selcara telrpadul ulntulk melmbelbaskan pelcandul dari keltelrgantulngan 

Narkotika. Pasal 1 ayat  (17)  Ulndang-Ulndang  Nomor  35  Tahuln  2009  telntang  

Narkotika melnyatakan  bahwa  Relhabilitasi  sosial  adalah  sulatul  prosels  kelgiatan  

pelmullihan selcara  telrpadul, baik  fisik, melntal maulpuln sosial, agar belrkas pelcandu l 

Narkotika dapat kelmbali mellaksanakan fulngsi sosial dalam kelhidulpan masyarakat. 

Pelnjellasan  Pasal  54 Ulndang-Ulndang Nomor  35  Tahuln  2009  telntang 

Narkotika mnelyatakan  bahwa  yang  dimaksuld  delngan  “Korban  pelnyalahgulnaan  

narkotika” adalah  selselorang  yang  tidak  selngaja  melnggulnakan  narkotika  karelna  

dibuljulk, dipelrdaya, ditipul, dipaksa, dan/ataul diancam ulntulk melnggulnakan 

narkotika. 

 

 
60 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung.1986.hlm.35 
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Pelcandul narkoba melmpulnyai situlasi yang seldikit belrbelda dibandingkan jelnis 

pelnjahat lainnya, yaitul masalah pelcandul narkoba melnulrult hulkulm. Di satul sisi, 

melrelka adalah pellakul keljahatan narkoba, teltapi di sisi lain, melrelka julga adalah 

korban. Selcara hulkulm, pelcandul narkoba disatul pihak melrulpakan pellakul tindak 

pidana yang belrkaitan delngan pelnyalahgu lnaan narkoba, selcara khulsuls keltelntulan 

dalam Ulndang-Ulndang Pelncelgahan dan Pelngelndalian Narkotika melngatulr telntang 

ancaman pidana pelnjara bagi pellakul tindak pidana yang belrkaitan delngan 

pelnyalahgulnaan narkoba. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa melnu lrult Ulndang-

Ulndang Pelncelgahan dan Pelngelndalian Narkotika, pelcandul narkoba julga 

melrulpakan korban, telrbulkti delngan adanya hulkulman bagi pelcandul narkoba belrulpa 

relhabilitasi narkoba. Artinya, di satul sisi hulkulm masih melmandang pelcandul 

narkoba selbagai pellakul tindak pidana dan di sisi lain melrelka adalah korban 

pelnyalahgulnaan narkoba. 

Pasal  1  angka  (1)  Pelratulran  Pelmelrintah  Nomor  25  Tahuln  2011  Telntang 

Pellaksanaan  Wajib  Lapor  Pelcandul  Narkotika  melnyatakan  wajib  lapor  adalah 

kelgiatan  mellaporkan  diri  yang  dilakulkan  olelh  pelcandul narkotika  yang  suldah 

culkulp  ulmulr  ataul  kellularganya,  dan/ataul  orang  tula  wali  dari  pelcandul  narkotika 

yang  bellulm  culkulp  ulmulr  kelpada  institulsi  pelnelrima  wajib  lapor  ulntulk 

melndapatkan  pelngobatan  dan/ataul  pelrawatan  mellaluli  relhabilitasi  meldis  dan 

relhabilitasi sosial. 

Relhabilitasi  telrhadap  pelcandul  narkotika  melnganult  telori trelatmelnt selbab 

relhabilitasi  telrhadap  pelcandul  narkotika  melrulpakan  sulatul  prosels  kelgiatan 

pelngobatan selcara telrpadul ulntulk melmbelbaskan pelcandul dari keltelrgantulngan. Hal 

telrselbult selsulai delngan pelmidanaan yang dimaksuldkan pada aliran telori trelatmelnt 
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yaitul  ulntulk  melmbelri  tindakan  pelrawatan (trelatmelnt) dan  pelrbaikan 

(relhabilitation) kelpada  pellakul  keljahatan  selbagai  pelngganti  dari  pelnghulkulman. 

Pellakul  keljahatan  adalah  orang  yang  sakit  selhingga  melmbultulhkan  pelrawatan 

(trelatmelnt) dan pelrbaikan (relhabilitation).61 

Trelatmelnt selbagai  tuljulan  pelmidanaan  sangat  pantas  diarahkan  pada  

pellakul keljahatan, bulkan pada pelrbulatannya. Pelmidanaan yang dimaksuldkan pada 

aliran ini  adalah  ulntulk  melmbelri  tindakan  pelrawatan (trelatmelnt) dan pelrbaikan 

(relhabilitation) kelpada  pellakul  keljahatan  selbagai  pelngganti  dari  pelnghulkulman. 

Pellakul  keljahatan  adalah  orang  yang  sakit  selhingga  melmbultulhkan  

tindakan pelrawatan (trelatmelnt) dan  pelrbaikan (relhabilitation).  Pelrbulatan 

selselorang  tidak bisa  hanya  dilihat dari  aspelk  yulridis  selmata  telrlelpas  dari  orang  

yang mellakulkannya. Pelrbulatan selselorang itul haruls dilihat selcara konkrit bahwa 

dalam kelnyataannya pelrbulatan selselorang itul dipelngarulhi olelh watak pribadinya, 

faktor- faktor biologis, maulpuln faktor-faktor  lingkulngan. Belntulk 

pelrtanggulngjawaban si pelmbulat  lelbih  belrsifat  tindakan (trelatmelnt) ulntulk  

mellindulngi  kelpelntingan masyarakat.  Meltodel trelatmelnt selbagai  pelngganti  

pelmidanaan,  melnjadikan pelndelkatan meldis melnjadi modell yang digelmari dalam 

kriminologi. 

 

 
61 Barda  Nawawi  Arief. RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem 

Hukum Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2009.hlm.23-24 
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BAB III 
HAMBATAN PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG 

DIHADAPI POLRES PADANGSIDEMPUAN 
 

 

3.1. Peredaran Gelap Narkotika di PADANGSIDIMPUAN 

Tingginya tingkat pelreldaran gellap narkotika dibelrbagai wilayah di Indonelsia 

salah satulnya di Kota Padangsidelmpulan melmbulktikan bahwa pelrsoalan ini akan 

telruls telrjadi jika tidak ada Ulpaya selriuls dari Pelmelrintah Indonelsia khulsulsnya aparat 

pelnelgak hulkulm. Dilihat dari prelspelktif Seljarah pelreldaran narkotika bahwa pada 

abad kel-20 nelgara-nelgara di dulnia mullai selriuls ulntulk melnanggullangi kasuls ini. ini 

melmbulktikan bahwa pelrsoalan narkotika suldah melnjadi pelrhatian dulnia 

intelrnasional seljak saat itul. Salah satul bulktinya yaitul mellaluli Singlel Convelntion on 

Narcotic Drulgs tahuln 1961. Kelmuldian diamandelmeln pada tahuln 1972, Convelntion 

on Narcotic Dru lgs pada tahuln 1971, dan Ulniteld Nations Convelntion against Illicit 

Traffic in Narcotic Drulgs and Psychotropic Sulbstancels pada tahuln 1988.62 

Belrdasarkan hasil pelnellitian di Satrelsnarkoba Polrels Padangsidelmpulan 

dipelrolelh data pelreldaran narkoba dari tahuln 2023 sampai 2024 telrjadi pelningkatan 

telrhadap kasuls-kasuls pelreldaran narkotika khulsulsnya telrhadap pelreldaran narkotika 

belrjelnis ganja dan shabul ditelngah masyarakat Kota Padangsidelmpulan. 

 

 
62 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak Malang:UMM Press,2009, hal.30  
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Tablel.2. Data Pelreldaran Narkoba Janulari-Delselmbelr 2023 di Polrels 
Padangsidelmpulan 

 
No Bullan Julmlah 

Kasuls 

Julmlah 

Telrsangk

a 

Julmlah barang bulkti Kelt 

JTP JPTP LK PR Ganja Shabul Elkstasi  

1 Janulari 4 4 6 - 2854,24grm 3,06grm -  

2 Felbrulari 9 6 9 - - 18,54grm -  

3 Marelt 5 5 5 - - 42,66 grm -  

4 April 4 8 4 - 1027,813 

grm 

1,09grm -  

5 Meli 7 9 7 - - 22,94 grm -  

6 Julni 11 8 16 1 10352,69 

grm 

114,44 grm -  

7 Julli 8 9 10 - 1081,01 

grm 

3230,22grm 3 btr  

8 Agulstuls 10 9 11 - 89,76 grm 5,32 grm -  

9 Selptelmbelr 26 8 28 1 108,01grm 3230,22grm 3 btr  

10 Oktobelr 18 10 28 - 3601,7 grm 5,37 grm -  

11 Novelmbelr 16 19 16 2 22.772,27 

grm 

221,6grm -  

12 Delselmbelr 19 20 20 - 558,08 grm 6106,73 

grm 

-  
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 Julmlah 137 115 160 4 70.184,06 

grm 

3775,51 

grm 

7 btr  

 
 
 
Tablel.3. Data Pelreldaran Narkoba Janulari-Delsmbelr 2024 

No Bullan Julmlah 

Kasuls 

Julmlah 

Telrsangk

a 

Julmlah barang bulkti Kelt 

JTP JPTP LK PR Ganja Shabul Elkstasi  

1 Janulari 13 8 8 16 35.236,31grm 20,67 grm -  

2 Felbrulari 14 8 17 - 144grm 14,78grm -  

3 Marelt 20 15 22 3 0,92grm 24,26grm -  

4 April 16 9 16 - 3,06grm 49,01grm 158btr  

5 Meli 20 15 30 - 172,95grm 22,9grm -  

6 Julni 14 13 15 - 1004,17grm 7,09grm-   

7 Julli 14 16 17 - 45,27grm 41,62grm 5btr  

 Julmlah 111 84 133 3 37.906,68grm 180,31grm 163btr  

Sumber: Satresnarkoba Polres Padangsidempuan, 2024 

Salah satu l kasuls telrkait delngan pelreldaran narkoba yakni kasuls narkoba yang 

dilakulkan olelh telrdakwa belrnama M. Fahru lr Rozi di Kota Padangsidelmpulan yang 

tellah dipultuls belrsalah olelh Majellis Hakim Pelngadilan Nelgelri Padangsidelmpulan 

delngan Nomor pultulsan Nomor: 26/Pid.Suls/2024/PN Psp. Belrikult adalah posisi 

kasuls: 

1. Kasuls Posisi 
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Telrdakwa dalam Pultulsan Nomor 26/Pid.Suls/2024/PN Psp selselorang yang 

belrnama M. Fahrulr Rozi.  Telrdakwa (M. Fahrulr rozi) pada hari Sabtul tanggal 04 

Novelmbelr 2023 selkira pulkull 18.00 Wib ataul seltidaknya pada waktul telrtelntul pada 

Tahuln 2023 belrtelmpat di Jalan Suldirman Kampulng Kellapa Kellulrahan Timbangan 

Kelcamatan Padangsidimpulan Ultara Kota Padangsidimpulan telrtangkap tangan olelh 

Pelnyidik Satrelsnarkoba Polrels Padangsidelmpuln dalam mellakulkan tindak pidana 

narkotika yakni “Tanpa hak ataul mellawan hulkulm, melnawarkan u lntulk dijulal, 

melnjulal, melmbelli, melnelrima, melnjadi pelrantara dalam julal belli, melnulkar, ataul 

melnyelrahkan Narkotika Golongan I“, yang dilakulkan olelh telrdakwa delngan cara: 

Bahwa pada hari Sabtul tanggal 04 Novelmbelr 2023 selkira pulku ll 18.00 Wib, 

saksi Rahmad Adel Nasultion, saksi Tagor Panulsulnan Hultagaol dan saksi Libelrt 

Arnol Aritonang (Tim Opsnal Relsnarkoba Polrels Padangsidimpulan) melmpelrolelh 

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suldirman Kampulng Kellapa Kellulrahan 

Timbangan Kelcamatan Padangsidimpulan Ultara Kota Padangsidimpulan rawan 

tindak pidana narkotika jelnis shabul. Atas infomasi telrselbult lalul saksi Rahmad Adel 

Nasultion, saksi Tagor Panulsulnan Hultagaol dan saksi Libelrt Arnol Aritonang 

mellakulkan Obselrvasi delngan cara melndatangi lokasi dimaksuld dan selsampainya 

di lokasi dimaksuld, saksi Rahmad Adel Nasultion, saksi Tagor Panulsulnan Hultagaol 

dan saksi Libelrt Arnol Aritonang mellihat telrdakwa M. Fahrulr Rozi yang mana ciri-

cirinya selsulai delngan informasi dari masyarakat telrselbult dan langsulng 

melngamankan telrdakwa dan seltellah dilaku lkan pelnggelleldahan ditelmulkan barang 

bulkti belrulpa 1 (satul) bulngkuls plastik klip transfaran belrisi Narkotika Golongan I 

jelnis Shabul dari gelnggaman tangan kanan telrdakwa. Sellanjultya telrdakwa belselrta 

barang bulkti dibawa kel Polrels Padangsidimpulan ulntulk prosels hulkulm lelbih lanjult. 
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Bahwa seltellah dilakulkan pelmelriksaan telrhadap telrdakwa M. FAHRUlR ROZI 

dikeltahuli bahwa telrdakwa melmpelrolelh narkotika jelnis shabul telrselbult delngan cara 

melmbelli 1 (satu l) bulngkuls plastik klip transfaran belrisi Narkotika jelnis Shabul harga 

Rp. 100.000,- (selrattuls ribul rulpiah) dari KOMAR (DPO) pada hari Sabtul tanggal 

04 Novelmbelr 2023 selkira pulkull 18.00 Wib di Jalan Suldirman Kampulng Kellapa 

Kellulrahan Timbangan Kelcamatan Padangsidimpulan Ultara Kota Padangsidimpulan. 

Bahwa Belrdasarkan Belrita Acara Analisis Laboratoriulm No. LAB : 

7326/NNF/2023 tanggal 17 Novelmbelr 2023 yang ditanda tangani olelh DElBORA 

M. HUlTAGAOL, S.Si. Apt (Kasulbbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sulmult) dan 

YUlDIATNI, ST (Kaulr Narko Sulbbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sulmult) tellah 

mellakulkan analisis selcara kimia telrhadap barang bulkti M.Fahrulr Rozi adalah belnar 

Meltamfeltamina dan telrdaftar dalam Golongan I (satul) nomor ulrult 61 Lampiran I 

Ulndang-ulndang Relpulblik Indonelsia No. 35 Tahuln 2009 Narkotika 

Bahwa Belrdasarkan Belrita Acara Pelnimbangan Barang Bu lkti dari PT. 

Pelgadaian (Pelrselro) Cabang Padang Sidelmpulan Nomor : 282/JL.10061/2023 

tanggal 4 Novelmbelr 2023 belrulpa :1 (satul) bulngkuls plasatik klip transparan delngan 

isi didulga narkotika jelnis shabul delngan belrat belrish 0,06 gram. 

 

2. Dakwaan Jaksa 

Belrdasarkan posisi kasuls diatas, Jaksa Pelnulntult Ulmulm melndakwa telrdakwa 

delngan dakwaan altelrnatif yakni  Pasal 114 Ayat (1) UlUl RI No. 35 Tahuln 2009 

telntang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UlUl RI No. 35 Tahuln 2009 telntang 

Narkotika. 

Pasal 114 ayat (1) belrbulnyi:  
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“Seltiap orang yang tanpa hak atau l mellawan hulkulm melnawarkan ulntulk 
dijulal, melnjulal, melmbelli, melnelrima, melnjadi pelrantara dalam julal belli, 
melnulkar, ataul melnyelrahkan Narkotika Golongan I, dipidana delngan pidana 
pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 5 (lima) tahuln dan 
paling lama 20 (dula pullulh) tahu ln dan pidana delnda paling seldikit 
Rp1.000.000.000,00 (satul miliar rulpiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (selpullulh miliar rulpiah). 

 
Seldangkan ulntulk dakwaan keldula, Jaksa Pelnulntult Ulmulm melndakwa 

telrdakwa delngan Pasal 112 ayat (1) Ulndang-Ulndang RI Nomor 35 Tahuln 2009 

telntang Narkotika yang belrbulnyi  

“ Seltiap orang yang tanpa hak ataul mellawan hulkulm melmiliki, melnyimpan, 
melngulasai, ataul melnyeldiakan Narkotika Golongan I bulkan tanaman, 
dipidana delngan pidana pelnjara paling singkat 4 (elmpat) tahuln dan paling 
lama 12 (dula bellas) tahuln dan pidana delnda paling seldikit Rp800.000.000,00 
(dellapan ratuls julta rulpiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (dellapan 
miliar rulpiah). 

 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Belrdasarkan dakwaan Jaksa Pelnulntult Ulmulm, maka pelnultult ulmu lm melnulntult 

telrdakwa delngan: 

a. telrdakwa M. Fahrulr Rozi di tulntult karelna mellanggar Pasal 114 (1) UlUl RI 

No. 35 tahuln 2009 telntang Narkotika selsulai delngan sulrat Dakwaan Pelrtama 

Jaksa Pelnulntult Ulmulm pidana telrhadap telrdakwa M. FAHRUlR ROZI 

delngan pidana pelnjara sellama 9 (Selmbilan) Tahuln dikulrangi sellama 

telrdakwa belrada dalam tahanan selmelntara, delnda selbelsar Rp. 

1.000.000.000,- (satul miliar rulpiah) sulbsidiair 6 (elnam) bullan pelnjara 

b. 1 (satul) bulngkuls plastik klip transfaran delngan isi di dulga Narkotika 

Golongan I jelnis Shabul delngan belrat belrsih 0,06 (Nol Koma Nol Elnam) 

Gram Dirampas ulntulk dimulsnahkan 
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c. Melneltapkan agar telrdakwa M. Fahrulr Rozi dibelbani ulntulk melmbayar biaya 

pelrkara selbelsar Rp. 5.000,- (lima ribul rulpiah) 

 

 

4. Putusan Pengadilan 

Majellis Hakim Pelngadilan Nelgelri Padangsidelmpulan yang telrdiri dari Hakim 

keltula (irpan hasan lulbis, S.H., M.H.), Hakim Anggota (Azhari Prianda Ginting), 

dan Hakim Anggota (Dwi Srimullyati, SH) melnjatulhkan pidana delngan keltelntulan 

selbagai belrikult: 

1) Melnyatakan Telrdakwa M. FAHRUlR ROZI tellah telrbulkti selcara sah dan 

melyakinkan belrsalah mellakulkan tindak pidana “Tanpa hak melngulasai 

NarkotikaGolongan I dalam belntu lk bulkan tanaman” selbagaimana dalam 

Dakwaan Altelrnatif Keldula; 

2) Melnjatulhkan pidana kelpada Telrdakwa olelh karelna itul delngan pidana 

pelnjara sellama 2 (dula) tahuln 6 (elnam) bullan dan delnda selbelsar 

Rp800.000.000,00,-(dellapan ratu ls julta rulpiah) delngan keltelntulan apabila 

delnda telrselbult tidak dibayar, maka diganti pidana pelnjara 2 (dula) bullan; 

3) Melneltapkan masa pelnangkapan dan pelnahanan yang dijalani Telrdakwa 

dikulrangkan sellulrulhnya dari pidana yang dijatulhkan; 

4) Melneltapkan Telrdakwa teltap ditahan  

5) Melneltapkan barang bulkti belrulpa: 1 (satul) bulngkuls plastik klip transparan 

delngan isi Narkotika Golongan I jelnis Shabul delngan belrat belrsih 0,06 

(nol koma nol elnam) Gram Dirampas ulntulk dimulsnahkan; 
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6) Melmbelbankan kelpada Telrdakwa ulntulk melmbayar biaya pelrkara 

seljulmlah Rp5.000,00 (lima ribul rulpiah); 

 

Belrdasarkan kasuls telrselbult diatas, jika mellihat antara keljadian ataul fakta 

pelrsidangan maka telrlihat bahwa pelnjatulhan pidana selbagai belntulk pelmidanaan 

bagi telrdakwa masih bellulm melncelrminkan keladilan, dan kelmanfaatan. Delngan 

pidana 2 bullan 6 pelnjara adalah jelratan pidana yang singkat dan tidak akan 

melngakibatkan elfelk jelra bagi pellakul tindak pidana narkotika. Sellain itul, jika 

mellihat masa tahanan yang habis dipotong , maka pelnjatulhan pidana pelnjara 2 

tahuln 6 bullan telrselbult akan telrpotong delngan masa tahananan.  Selharulsnya Jaksa 

Pelnulntult Ulmulm melnulntult telrdakwa delngan hulkulman yang belrat agar telrcipta 

kelpastian, keladilan dan kelmanfaatan hulku lm ditelngah masyarakat. Sellain itul hal 

telrselbult dapat melnimbullkan elfelk jelra bagi para pellakul pelreldaran gellap narkotika. 

 

3.2. Hambatan Penanggulangan Peredaran Narkotika oleh Polres  

Padangsidempuan 

Narkotika adalah zat ataul obat yang belrasal dari tanaman ataul bulkan tanaman, 

baik sinteltis maulpuln selmisinteltis, yang dapat melnyelbabkan pelnulrulnan ataul 

pelrulbahan kelsadaran, hilangnya rasa, melngulrangi sampai melnghilangkan rasa 

nyelri, dan dapat melnimbullkan keltelrgantulngan. Narkotika adalah obat ataul zat yang 

belrmanfaat di bidang keldoktelran, pellayanan kelselhatan, dan pelngelmbangan ilmul 

pelngeltahulan. UlUl Narkotika mellarang pelnggulnaan narkotika tanpa izin ulndang-

ulndang telrkait. Narkotika selring digulnakan ulntulk tuljulan komelrsial, melnyelbabkan 

kelrulsakan melntal pada pelnyalahgulna narkoba.  
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Pelnelgakan hulkulm pidana selbagai kelbijakan pelncelgahan keljahatan melngelnal 

sistelm pidana ataul non pidana yaitul pelnanggullangan keljahatan tanpa melnggulnakan 

sanksi pidana (hulkulm pidana). Maksuld dan tuljulan pelnelgakan hulkulm non-hulkulman 

adalah ulntulk melncapai intelrnalisasi, dan selbagian belsar pelnelgakan hulkulm telrhadap 

keljahatan narkoba ditangani olelh aparat pelnelgak hulkulm..  

Elfelktifitas belrlakulnya ulndang-ulndang khulsulsnya Telntang Narkotika 

sangatlah telrgantulng pada sellulrulh jajaran pelnelgak hulkulm dan pelran selrta 

masyarakat mellihat kasuls-kasuls narkotika, Polrels Padangsidelmpulan dan sellulrulh 

lapisan masyarakat sangatlah pelnting dalam melmbantul prosels pelncelgahan selrta 

pelnelgakan hulkulm telrhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kota 

Padangsidelmpulan. Polrels Padang Sidelmpulanmelrulpakan yang melmpulnyai tulgas 

mellaksanakan tulgas pelnelgakan hulkulm di bidang pelncelgahan, pelmbelrantasan 

pelnyalah gulna dan pelreldaran gellap psikotropika, prelkulrsor, dan bahan adiktif 

lainnya dalam mellaksanakan tulgasnya tidak lelpas dari hambatan. Adapuln yang 

melnjadi pelnghambat Polrels Padangsidelmpulan dalam melmbelrantas pelreldaran 

narkoba diantaranya: 

a. Hambatan Intelrnal 

Hambatan intelrnal ini belrasal dari dalam institulsi kelpolisian relsor 

Padangsidelmpulan itul selndiri. Adapuln belbelrapa faktor yang melnjadi pelnghambat 

pellaksanaan tulgas pelnelgakan     hulkulm telrhadap pelreldaran narkotika dari Polrels 

Padangsidelmpulan yakni: 

1. Sulmbelr Daya Manulsia telrbatas 

Pellaksanaan fulngsi pelnelgakan hu lkulm yang dilakulkan olelh   Polrels 

Padangsidelmpulan telrbatas julmlah anggota polisi yang ditelmpatkan pada 
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Satrelsnarkoba Polrels Padangsidelmpulan. Delngan julmlah aparat polisi yang 

telrbatas telntulnya ini melnjadi pelnghambat bagi satulan kelpolisian ulntulk 

mellakulkan pelnindakan dan pellaksanaan tulgas di satulan satrelsnarkoba. 

Delngan julmlah wilayah yang culku lp lulas, Polrels Padangsidelmpulan tidak 

dapat mellakulkan  ulpaya yang maksimal selpelrti mellakulkan razia ditelmpat-

telmpat yang telrindikasi belreldarnya narkoba, dan mellakulkan intelnsitas 

pelnangkapan bandar narkoba delngan maksimal. 

2. Biaya Opelrasional yang telrbatas 

Salah satul yang melnjadi pelnghambat kinelrja kelpolisian di Polrels 

Padangsidelmpulan adalah keltelrbatasan biaya opelrasional dalam mellakulkan 

opelrasi pelnangkapan dan pelnindakan kelpada seltiap ageln ataul bandar 

narkoba. Hal ini telntulnya melnjadi pelnghambat satrelsnarkoba mellakulkan 

opelrasi pelmbelrantasan tindak pidana narkoba di wilayah hu lkulm Polrels 

Padangsidelmpulan 

b. Hambatan Elkstelrnal 

Sellain daripada hambatan intelrnal dari Polrels Padangsidelmpulan dalam 

melmbelrantas pelreldaran narkoba di wilayah hulkulm Polrels Padangsidelmpulan. 

Telrdapat hambatan yang belrasal dari lular institulsi  kelpolisian. Belbelrapa hambatan 

elkstelrnal yang dialami adalah: 

1. Keltelrbatasan Informasi dari masyarakat 

Telrbatasnya informasi dari masyarakat melnjadi kelndala telrselndiri dari 

aparat kelpolisian, karelna delngan telrbatasnya informasi pelreldaran narkoba 

yang ada diwilayah Polrels Padangsidelmpulan melnjadikan pelrgelrakan dan 
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pelnyellidikan kasuls-kasuls pelreldaran narkoba telrbatas yang dilakulkan olelh 

aparat kelpolisian 

2. Moduls Opelrandi Pellakul yang belrbelda-belda 

itelmulkannya belbelrapa moduls opelrandi yang dilakulkan olelh pellaku l 

pelreldaran gellap narkotika melnjadi hambatan telrselndiri dari pelnyidik 

satrelsnarkoba Polrels Padangsidelmpulan dalam ulpaya pelnangkapan 

dilapangan. Belbelrapa moduls pelreldaran narkoba delngan moduls pelngiriman 

pakelt onlinel, moduls kulrir mellibatkan anak-anak, moduls delngan pelnjulalan 

barang-barang makanan dan minu lman, selrta moduls pelreldaran ditelmpat 

hibulran malam, selrta moduls pelreldaran narkoba delngan melnyelrulpai 

kosmeltik dan selbagainya melnjadikan  pelnyellidikan dan opelrasi 

pelnangkapan yang dilakulkan Polrels Padangsidelmpulan melnjadi telrhambat. 

3. Pellakul Pelreldaran narkoba yang belrasal dari lular wilayah Kota 

Padangsidelmpulan 

Pellakul pelreldaran narkoba di wilayah Kota padangsidelmpulan selringkali 

belrasal dari  lular Kota Padangsidelmpulan, selpelrti Kota Meldan, Kota 

Tanjulng Balai, Kota Rantaulparat dan Kota Pelkanbarul melnyelbabkan opelrasi 

pelnangkapan telrhadap pellakul melnjadi telrbatas. Biasanya dilapangan, 

pellakul pelreldaran narkoba hanya melngirimkan barang kelpada kulrir dan 

pelngeldar di wilayah Kota Padangsidelmpulan, seldangkan pellakul ultama 

(bandar) tidak belrada di wilayah Kota Padangsidelmpulan. 

4. Pelmahaman Masyarakat yang masih relndah telrhadap bahaya narkoba 

Relndahnya pelmahaman masyarakat Kota Padangsidelmpulan melnyelbabkan 

pelreldaran narkoba dilingkulngan masyarakat Kota Padangsidelmpulan 
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melnjadi marak telrjadi, telrultama dikalangan relmaja. Keltelrbatasan 

pelngeltahulan bahaya narkoba dilingkulngan masyarakat telrultama pada orang 

tula melnyelbabkan banyak anak-anak relmaja di Kota Padangsidelmpulan 

melnjadi pelcandul narkoba yang tidak dikeltahuli olelh orangtulanya, selhingga 

hal ini melnulmbulhkan pelreldaran narkoba melnjadi masif dikalangan relmaja 

di Kota Padangsidelmpulan. 

5. Banyaknya telmpat hibulran malam 

Mullai melnjamulrnya telmpat hibulran malam diwilayah Kota 

Padangsidelmpulan melnyelbabkan pelreldaran narkoba selmakin masif telrjadi. 

Belbelrapa wilayah selpelrti di RA cafel & Relstaulran di Delsa Pu lduln dan JB 

Karokel dijalan By Pass selrta Dzonel Karokel di jalan Sisingamangaraja Kota 

Padangsidelmpulan dan daelrah-daelrah lainnya melnyelbabkan pelreldaran 

narkoba melnjadi selmakin marak. Banyak pelngulnjulng telmpat hibulran 

malam yang melngkonsulmsi narkoba yang didapat dari pelngeldar diwilayah 

telrselbult.  

6. Minimnya Kelpeldullian Lelmbaga Swadaya Masyarakata dan Tokoh Agama 

selrta Tokoh Masyarakat 

Di Kota Padangsidelmpulan telrdapat belbelrapa lelmbaga swadaya masyarakat, 

Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Pelmulda selrta tokoh masyarakat dan 

tokoh agama teltapi ulntulk tingkat kelpeldullian telrhadap pelreldaran narkoba 

sangat minim. Hal ini dibulktikan delngan jarangnya dilakulkan sosialisasi 

bahaya narkoba olelh LSM, Ormas, dan Tokoh-tokoh agama dan tokoh 

masyarakat.  Hal ini telntulnya melmpelngarulhi kinelrja Satrelsnarkoba karelna 
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minimnya dulkulngan masyarakat dalam melmbelrantas pelreldaran narkoba 

diwilayah hulkulm Polrels Padangsidelmpulan 

7. Minimnya sinelrgitas kellelmbagaan antara Polrels Padangsidelmpulan delngan 

Pelmelrintah Daelrah 

Lelmahnya sinelrgitas hulbulngan kellelmbagaan antara Polrels 

Padangsidelmpulan delngan Pelmelrintah Daelrah Kota Padangsidelmpulan 

dilihat dari banyaknya ijin telmpat hibulran malam yang dibelrikan olelh 

Pelmelrintah Kota Padangsidelmpulan, dimana telmpat-telmpat hibulran malam 

telrselbult banyak digulnakan olelh para pelngeldar narkoba ulntulk melngeldarkan 

narkoba kelpada para pelmakai. Disatul sisi, Polrels Padangsidelmpulan sellalul 

mellakulkan razia ditelmpat hibulran malam telrselbult, telntulnya dipelrlulkan 

sinelrgitas agar tindakan-tindakan dari Polrels Padangsidelmpulan delngan 

melnelrtibkan telmpat hibulran malam didulkulng olelh Pelmelrintah Kota 

Padangsidelmpulan delngan mellakulkan pelmbatasan pelmbelrian ijin telmpat 

hibulran malam yang barul diwilayah Kota Padangsidelmpulan. 

Hambatan intelrnal dan elkstelrnal yang dialami olelh Polrels Padangsidelmpulan 

dalam mellakulkan pelnelgakan hulkulm telrhadap pelreldaran narkoba diwilayah Kota 

Padangsidelmpulan melmelrlulkan solulsi agar hambatan telrselbult tidak melnjadi 

kelndala yang selriuls dalam pelnelgakan hulku lm.  

Belbelrapa relkomelndasi yang dapat dibelrikan telrhadap kelndala telrselbult 

diantaranya: 

a. Pelningkatan SDM pelnyidik di Satrelsnarkoba Polrels Padangsidelmpulan 

dan pelningkatan pelningkatan biaya  opelrasional pelnelgakan hulkulm olelh 

Satrelsnarkoba Polrels Padangsidelmpulan. Sellain itul delngan tidak 
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melmadainya dana pelnyidikan telrselbult, hal ini dikarelnakan adanya faktor 

tulmpang tindih tulgas yang dilimpahkan kelpada selorang pelnyidik. Hal ini 

dapat telrjadi karelna julmlah dan kelmampulan pelrsonell bellu lm melmadai. 

Tindak pidana narkotika melrulpakan tindak pidana yang khulsuls bila 

dibandingkan delngan tindak pidana ulmulm olelh karelna itul dalam 

kapasitas pelnyidikan tindak pidana narkotika melmelrlulkan kelrja elkstra 

yang tidak bisa disamakan delngan melnangani tindak pidana ulmulm 

lainnya. 

b. Polrels Padangsidelmpulan melmelrlulkan dulkulngan yang komprelhelnsif dari 

Masyarakat, Pelmelrintah Daelrah, Organisais Masyarakat, Lelmbaga 

Swadaya masyarakat, selrta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam 

mellaku lkan pelnanggullangan tindak pidana narkotika diwilayah hulkulm 

Polrels Padangsidelmpulan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Belbelrapa simpu llan yang didapat dari hasil pelnellitian diantaranya: 

Simpullan 

1. Kelbijakan pelnanggullangan pelreldaran narkotika yang dilakulkan olelh Polrels 

Padangsidelmpulan adalah delngan pelndelkatan non pelnal dan pelndelkatan 

pelnal. Pelndelkatan non pelnal dilakulkan delngan cara  Mellakulkan 

Pelnyullulhan dan sosialisasi telrhadap bahaya narkotika di masyarakat dan 

Polrels Padangsidelmpulan melndirikan Posko Kampulng belrsih narkoba. 

Kelbijakan pelnal yang dilakulkan Polrels Padangsidelmpulan adalah delngan 

pelnelgakan Ulndang-Ulndang Nomor 35 tahuln 2009 telntang Narkotika 

2. Hambatan Polrels Padangsidelmpulan dalam mellakulkan pelnelgakan hulkulm 

telrhadap pelreldaran narkotika telrdiri dari hambatan intelrnal dan hambatan 

elkstelrnal. Hambatan intelrnal telrdiri dari Sulmbelr Daya Manulsia telrbatas dan 

Biaya Opelrasional yang telrbatas. Seldangkan hambatan elkstelrnal telrdiri dari 

Keltelrbatasan Informasi dari masyarakat, Moduls Opelrandi Pellakul yang 

belrbelda-belda, Pellakul Pelreldaran narkoba yang belrasal dari lular wilayah 

Kota Padangsidelmpulan, Pelmahaman Masyarakat yang masih relndah 

telrhadap bahaya narkoba, Banyaknya telmpat hibulran malam, Minimnya 

Kelpeldullian Lelmbaga Swadaya Masyarakata dan Tokoh Agama selrta Tokoh 

Masyarakat dan Minimnya sinelrgitas kellelmbagaan antara Polrels 

Padangsidelmpulan delngan Pelmelrintah Daelrah.
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3. Pelran selrta masyarakat dalam pelnanggullangan pelreldaran narkotika sangat 

belsar melngingat bahwa kelduldulkan masyarakat selbagai bagian pelnting 

dalam pelnelgakan hulkulm. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelnelgakan 

hulkulm melmbelrikan kontribulsi positif delngan tuljulan bahwa masyarakat 

sadar dan peldulli telrhadap lingkulngannya ulntulk belbas dari bahaya 

narkotika. Mellaluli gelrakan-gelrakan sosial masyarakat anti narkotika, 

pelnyullulhan bahaya narkoba, dan kelpeldullian masyarakat telrhadap pelreldaran 

gellap narkotika delngan melmbelrikan informasi kelpada aparat pelnelgak 

hulkulm. 

5.2. Saran 

Dari hasil pelnellitian telrselbult, pelnullis melmbelrikan saran: 

1. Disarankan kelpada Institulsi Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(POLRI) agar melmbelrikan pellatihan khulsuls telrhadap anggota polisi yang 

belrtulgas di Satrelnarkoba dan melnambahkan biaya opelrasional dalam 

pelnanggullangan telrhadap pelreldaran gellap narkotika kelpada seltiap Polrels 

yang ada di Indonelsia 

2. Disarankan kelpada Pelmelrintah Daelrah Kota Padangsidelmpulan ulntulk aktif 

mellakulkan kelrjasama dalam ulpaya melndulkulng kelbijakan pelnanggullangan 

pelreldaran narkotika yang dilakulkan Polrels Padangsidelmpulan 

3. Disarankan kelpada masyarakat yang ada di Kota Padangsidelmpulan ulntulk 

lelbih belrpelran aktif dalam melngantisipasi bahaya narkotika ditelngah 

masyarakat delngan melningkatkan kelpeldullian dan kelsadaran sosial 

masyarakat baik di kellulrahan/delsa ataulpuln dilingkulngan pelkelrjaan. 
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